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Wartawan Tabloid Diplomasi tidak 
diperkenankan menerima dana atau 

meminta imbalan dalam bentuk 
apapun dari narasumber, wartawan 
Tabloid Diplomasi dilengkapi kartu 

pengenal atau surat keterangan tugas. 
Apabila ada pihak mencurigakan 

sehubungan dengan aktivitas 
kewartawanan Tabloid Diplomasi, 

segera hubungi redaksi.

dian Ocean Rim Organization 
(IORA). IORA awalnya dike-
nal sebagai Indian Ocean Rim 
Initiative dan Indian Ocean Rim 
Assocition Regional Coopera-
tion (IOR-ARC), dan merupa-
kan organisasi internasional 
dengan 20 negara anggota 
yakni Australia, Bangladesh, 
Komors, India, Indonesia, Iran, 
Kenya, Madagaskar, Malaysia, 
Mauritius, Mozambik, Oman, 
Seychelles, Singapura, Afrika 
Selatan, Sri Lanka, Tanzania, 
Thailand, UEA dan Yaman. 

Pada akhir 2015 tahun ini 
Indonesia akan menjadi ketua 
IORA. Pertumbuhan ekonomi 
negara-negara anggota IORA 
cukup tinggi dibandingkan ka-
wasan lain di dunia.  Pada ta-
hun 1994, jumlah perdagangan 
intra-regional di seluruh IORA 
adalah $ 233 miliar dan seka-
rang mencapai $ 777 miliar. 
Dengan pertumbuhan ini maka 
Indonesia harus mampu me-
manfaatkan posisinya sebagai 
ketua IORA untuk meningkat-
kan pertumbuhan ekonomi 
nasional.

Topik lain  yang juga diang-
kat adalah kunjungan Wamen-
lu RI, AM Fachir ke Myanmar 
untuk meresmikan 4 sekolah 
bantuan permerintah RI di wi-
layah Rakhine. 

Wamenlu menjelaskan, 
bantuan pembangunan empat 
sekolah dengan dana US$ 1 
juta dari Pemerintah RI terse-
but untuk menunjukkan bahwa 
Indonesia secara aktif mendo-
rong rekonsiliasi konflik di 
wilayah Rakhine melalui pen-
dekatan kemanusiaan. Pembe-
rian bantuan dana kemanusia-
an untuk pembangunan empat 
sekolah tersebut merupakan 
tindak lanjut dari kunjungan 
Menlu RI Marty Natalegawa 
ke Rakhine pada Januari 2013, 
dan kunjungan Presiden RI Su-
silo Bambang Yudhoyono pada 
akhir April 2013.

Selamat Membaca !

Para pembaca Tabloid 
Diplomasi yang 

budiman, mengawali tahun baru 
2015 seluruh jajaran redaksi me-
ngucapkan selamat Tahun Baru 
mudah-mudahan tahun ini mem-
bawa kesuksesan bagi kita. Pada 
edisi kali ini tim redaksi menampil-
kan kegiatan pernyataan Pers Ta-
hunan Menlu (PPTM 2015). PPTM 
tahun ini dihadiri cukup banyak un-
dangan baik dari Duta Besar nega-
ra sahabat, tokoh-tokoh nasional, 
para pimimpinan media, tokoh-
tokoh LSM dan tamu undangan 
lainnya, serta meyebabkan ruang 
Nusantara tempat berlangsungnya 
acara hampir tak mampu menam-
pung seluruh tamu undangan. 

Menurut Menlu RI Diplomasi 
Indonesia akan menonjolkan ka-
rakter sebagai negara maritim dan 
akan menggunakan posisi strate-
gis diantara Samudera Hindia dan 
Samudera Pasifik.

Diplomasi Indonesia akan terko-
neksi dengan kepentingan rakyat. 
Diplomasi Indonesia akan mem-
bumi. Dan diplomasi Indonesia 
akan dilakukan secara tegas dan 
bermartabat.

 Menlu RI juga menekankan 
bahwa di bidang perlindungan 
WNI, Pemerintah Indonesia telah 
melakukan berbagai upaya mela-
lui tiga pendekatan, yakni pence-
gahan, deteksi dini, dan perlindun-
gan.

Dari sisi pencegahan (preven-
tion), di akhir tahun 2014, Kemlu 
telah menandatangani Memo-
randum of Understanding  (MoU) 
dengan Kementerian Komunikasi 
dan Informatika dan dengan lima 
perusahaan penyedia layanan sel-
ular untuk memberikan informasi 
nomor-nomor telepon hotline Per-
wakilan RI terdekat, kepada WNI 
yang melakukan perjalanan ke luar 
negeri. 

Kemlu juga telah melakukan 
integrasi database WNI di luar ne-
geri (e-Perlindungan) dengan data-
base Buruh Migran Indonesia (BMI) 
yang dioperasikan oleh BNP2TKI 

(Sisko-TKLN). Dengan demikian, 
berbagai permasalahan WNI di luar 
negeri, dimana 60% nya adalah 
BMI, diharapkan dapat ditangani 
dengan lebih baik dan lebih cepat 
di masa mendatang.

Topik berikutnya adalah kesi-
apan Indonesia dalam menghada-
pi Masyarakat Ekonomi ASEAN 
(MEA) yang akan dimulai pada ta-
hun ini. Banyak pandangan yang 
skeptis mengenai kemampuan 
Indonesia mengahadapi MEA.  
Namun demikian pemerintah te-
lah melakukan langkah-langkah 
strategis menghadapi MEA yang 
diharapkan dapat  menjawab ber-
bagai keraguan.

Selain itu, ditampilkan juga 
topik mengenai upaya Indonesia 
membantu negara-negara pasifik 
dalam kerangka Kerjasama Sela-
tan-Selatan dan Triangular (KSST). 
Bantuan teknik dan Capacity buil-
ding yang dilakukan Indonesia se-
jak tahun 1981 terhadap negara-
negara di kawasan pasifik telah 
berdampak positif baik secara po-
litik maupun ekonomi. Bantuan ini 
selain memberikan manfaat politik 
untuk menjaga keutuhan NKRI, 
kebijakan luar negeri Indonesia 
terhadap kawasan Pasifik Selatan 
juga dapat memberikan  manfaat 
ekonomi, khususnya meningkat-
kan kesejahteraan masyarakat In-
donesia dikawasan Timur dan ma-
sayarakat di negara-negara Pasifik 
Selatan.  

Dalam konteks bantuan tek-
nik ini, Pada tanggal 8 Desember 
2014, Direktur Jenderal Informasi 
dan Diplomasi Publik, Kemente-
rian Luar Negeri telah membuka 
secara resmi Program Training of 
Trainers: Value Addition of Fish 
Processing Products di Sigatoka, 
Fiji. Pada kesempatan tersebut, 
Direktur Jenderal IDP mewakili 
Pemerintah Indonesia (Pemri) juga 
telah menyerahkan 1 (satu) set 
mesin pengolah kerupuk kepada 
Pemerintah Fiji.

Topik lain yang juga ditampil-
kan dalam edisi kali ini adalah In-
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yang melakukan perjalanan ke luar negeri. 

Kemlu juga telah melakukan integrasi database WNI 
di luar negeri (e-Perlindungan) dengan database Buruh 
Migran Indonesia (BMI) yang dioperasikan oleh BNP2T-
KI (Sisko-TKLN). Dengan demikian, berbagai permasa-
lahan WNI di luar negeri, dimana 60% nya adalah BMI, 
diharapkan dapat ditangani dengan lebih baik dan lebih 
cepat di masa mendatang.

Pada tingkatan kawasan dan dunia internasional, 
Indonesia tetap menunjukkan komitmennya terhadap 
kemajuan, perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia 
Tenggara. Indonesia telah berkontribusi aktif dalam 
pembentukan Masyarakat ASEAN 2015.  Terkait inter-
aksi dengan mitra wicara, Indonesia juga terus berupaya 
untuk memelihara kesatuan dan sentralitas ASEAN.                              

Diplomasi Indonesia aktif pada Southwest Pacific 
Dialogue (SwPD) maupun sebagai peninjau pada Pacific 
Island Forum (PIF), Melanesian Spearhead Group (MSG), 
serta Pacific Island Development Forum (PIDF).

Di lain pihak, konsistensi Indonesia dalam mendu-
kung perjuangan Palestina terus dilakukan, antara lain 
dengan menjadi tuan rumah Conference on Cooperation 
among East Asian Countries for Palestinian Development 
(CEAPAD) II, Maret 2014.  

Kerja sama pembangunan kapasitas (capacity Buil-
ding) maupun bantuan peralatan juga dilakukan mela-
lui kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular. Selama 
2000-2014, Indonesia telah melakukan 405 program 
pembangunan kapasitas kepada sebanyak 4.402 peserta 

bat penyalahgunaan narkoba, dan 1,2 juta orang sangat 
tergantung pada narkoba. Oleh karena itu, Pemerintah 
Indonesia akan menindak tegas kejahatan narkoba yang 
telah merusak bangsa secara masif ini.

Dengan prihatin kita juga menyaksikan berkembang-
nya wabah Ebola. Untuk mencegah agar tidak ber-
kembang lebih luas kita memerlukan kerja sama intensif 
antar negara.

Sementara itu, di bidang ekonomi, krisis ekonomi dan 
keuangan global belum menunjukkan pemulihan yang 
sempurna. oleh karena itu, merupakan kepentingan se-
mua negara untuk berupaya memulihkan perekonomian 
dunia menjadi semakin baik di masa mendatang.

Dalam konteks hubungan bilateral, sejauh ini Indo-
nesia telah memiliki 18 kemitraan strategis atau kompre-
hensif dengan negara sahabat. 

Diplomasi perbatasan Indonesia juga telah meraih 
beberapa capaian. Pada tahun 2014 telah disepakati tiga 
segmen batas maritim baru dengan Singapura dan Fili-
pina.

Di bidang perlindungan WNI, Pemerintah Indonesia 
telah melakukan berbagai upaya melalui tiga pendeka-
tan, yakni pencegahan, deteksi dini, dan perlindungan.

Dari sisi pencegahan (prevention), di akhir tahun 
2014, Kemlu telah menandatangani Memorandum of 
Understanding  (MoU) dengan Kementerian Komunikasi 
dan Informatika dan dengan lima perusahaan penyedia 
layanan selular untuk memberikan informasi nomor-no-
mor telepon hotline Perwakilan RI terdekat, kepada WNI 

Presiden Indonesia, Joko Widodo, dalam 
visi misinya telah menegaskan tekad 
untuk merealisasikan ajaran Trisakti; 
yaitu menjadikan Indonesia berdaulat 
dalam politik, berdikari dalam ekonomi, 
dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Dengan politik bebas aktif, diplomasi Indonesia akan 
dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Diplomasi In-
donesia akan menonjolkan karakter sebagai negara ma-
ritim dan akan menggunakan posisi strategis diantara 
Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.

Diplomasi Indonesia akan terkoneksi dengan kepen-
tingan rakyat. Diplomasi Indonesia akan membumi. Dan 
diplomasi Indonesia akan dilakukan secara tegas dan 
bermartabat.

Tahun 2014 baru saja berakhir
Di tahun 2014, secara umum, kita menyaksikan per-

damaian dan keamanan dunia cukup stabil. Masyarakat 
internasional pada tingkatan tertentu berhasil menekan 
eskalasi konflik sehingga perang terbuka dapat dihin-
dari.

Namun demikian, kita juga masih dihadapkan pada 
berbagai tantangan. Berbagai kawasan di dunia saat ini 
masih diwarnai oleh konflik. 

Dunia juga terus menghadapi tantangan keamanan 
tradisional seperti isu perlucutan senjata, non-proliferasi 
senjata nuklir, serta berbagai konflik yang terkait dengan 
sengketa perbatasan. Ancaman terorisme seperti mun-
culnya ISIS dan Foreign Terrorist Fighter (FTF) sangat 
membahayakan dan mengkhawatirkan dunia.

Ancaman lain yang perlu mendapatkan perhatian 
adalah perdagangan manusia dan narkoba. Di Indone-
sia, kejahatan narkoba telah merusak kehidupan bang-
sa, termasuk generasi muda Indonesia. Setiap hari, seti-
daknya 40-50 orang meninggal akibat penyalahgunaan 
narkoba. 4,5 juta orang menjalani proses rehabilitasi aki-

Setiap hari, setidaknya 
40-50 orang meninggal 
akibat penyalahgunaan 
narkoba. 4,5 juta 
orang menjalani 
proses rehabilitasi 
akibat penyalahgunaan 
narkoba, dan 1,2 
juta orang sangat 
tergantung pada 
narkoba
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yang datang dari 91 negara berkembang.

Diplomasi Indonesia juga berkontribusi dalam pe-
ngembangan demokrasi, seperti melalui penyelengga-
raan Bali Democracy Forum.

Indonesia tanpa lelah memperjuangkan saling pe-
ngertian antar-budaya dan people-to-people contact di 
berbagai forum internasional, seperti melalui keketuaan 
dan ketuan-rumahan Indonesia pada United Nations Al-
liance of Civilizations (UN-AOC) Global Forum ke-6 di Bali, 
Agustus 2014.

Tahun 2014 merupakan tahun pemilihan umum bagi 
Indonesia. Indonesia kembali dapat menunjukkan ke-
pada dunia bahwa demokrasi berjalan dengan baik di 
Indonesia. Melalui pemilihan umum yang demokratis, 
Indonesia telah memilih Presiden Joko Widodo dan Wa-
kil Presiden Jusuf Kalla sebagai pimpinan nasional untuk 
periode 2014-2019.

Dari sejak hari pertama masa pemerintahan baru, 
prioritas-prioritas nasional telah ditetapkan. Kejelasan 
prioritas nasional memudahkan setiap diplomat Indo-
nesia dalam menjalankan tugasnya. Dalam dua bulan 
pertama pemerintahan baru, Indonesia telah aktif mem-
berikan kontribusi dalam 12 Konferensi Tingkat Tinggi 
(KTT). Presiden Jokowi juga telah melakukan pertemuan 
dengan 21 kepala negara/kepala pemerintahan asing.

Khusus dalam KTT ke-9 Asia Timur yang diselengga-
rakan di Nay Pyi Taw, Myanmar, November 2014, Presi-
den Indonesia telah menyampaikan visi Indonesia seba-
gai Poros Maritim Dunia, yang memiliki lima pilar utama, 
yaitu; (i) membangun budaya maritim; (ii) penjagaan 
dan pengelolaan sumber daya laut; (iii) membangun in-
frastruktur dan konektivitas maritim; (iv) kerja sama ma-
ritim melalui diplomasi dan (v) pembangunan kekuatan 
pertahanan maritim.

Pada tataran Menteri Luar Negeri, Menteri Luar Ne-
geri RI telah menerima kunjungan empat Menteri Luar 
Negeri asing, melakukan kunjungan bilateral ke luar 
negeri, melakukan sejumlah pertemuan bilateral di sela-
sela KTT-KTT tersebut dan mulai aktif dalam pertemuan 
informal MIKTA (Mexico, Indonesia, Korea, Turki dan 
Australia).

Kita beranjak ke tahun 2015. Berdasarkan misi Pre-
siden Jokowi, dalam lima tahun kedepan, politik luar ne-
geri Indonesia akan diprioritaskan pada:

Menjaga Kedaulatan Indonesia
Diplomasi Indonesia akan dilaksanakan untuk me-

lindungi kedaulatan wilayah Negara Republik Indone-
sia. Pergaulan internasional harus didasari pada prinsip 
penghormatan terhadap integritas wilayah teritorial 
masing-masing negara. Indonesia tidak akan membiar-
kan prinsip-prinsip tersebut dilanggar oleh pihak lain.

Diplomasi perbatasan akan lebih ditingkatkan pada 
tahun 2015. Khusus untuk penyelesaian batas maritim, 
Indonesia telah menyusun roadmap perundingan perba-
tasan. Pemerintah Indonesia juga akan meningkatkan 
kehadirannya di wilayah perbatasan.

Meningkatkan Perlindungan terhadap Warga Negara 
dan Badan Hukum Indonesia

Perlindungan warga negara (termasuk buruh migran) 

yang melakukan perjalanan ke luar negeri. 

Kemlu juga telah melakukan integrasi database WNI 
di luar negeri (e-Perlindungan) dengan database Buruh 
Migran Indonesia (BMI) yang dioperasikan oleh BNP2T-
KI (Sisko-TKLN). Dengan demikian, berbagai permasa-
lahan WNI di luar negeri, dimana 60% nya adalah BMI, 
diharapkan dapat ditangani dengan lebih baik dan lebih 
cepat di masa mendatang.

Pada tingkatan kawasan dan dunia internasional, 
Indonesia tetap menunjukkan komitmennya terhadap 
kemajuan, perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia 
Tenggara. Indonesia telah berkontribusi aktif dalam 
pembentukan Masyarakat ASEAN 2015.  Terkait inter-
aksi dengan mitra wicara, Indonesia juga terus berupaya 
untuk memelihara kesatuan dan sentralitas ASEAN.                              

Diplomasi Indonesia aktif pada Southwest Pacific 
Dialogue (SwPD) maupun sebagai peninjau pada Pacific 
Island Forum (PIF), Melanesian Spearhead Group (MSG), 
serta Pacific Island Development Forum (PIDF).

Di lain pihak, konsistensi Indonesia dalam mendu-
kung perjuangan Palestina terus dilakukan, antara lain 
dengan menjadi tuan rumah Conference on Cooperation 
among East Asian Countries for Palestinian Development 
(CEAPAD) II, Maret 2014.  

Kerja sama pembangunan kapasitas (capacity Buil-
ding) maupun bantuan peralatan juga dilakukan mela-
lui kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular. Selama 
2000-2014, Indonesia telah melakukan 405 program 
pembangunan kapasitas kepada sebanyak 4.402 peserta 

bat penyalahgunaan narkoba, dan 1,2 juta orang sangat 
tergantung pada narkoba. Oleh karena itu, Pemerintah 
Indonesia akan menindak tegas kejahatan narkoba yang 
telah merusak bangsa secara masif ini.

Dengan prihatin kita juga menyaksikan berkembang-
nya wabah Ebola. Untuk mencegah agar tidak ber-
kembang lebih luas kita memerlukan kerja sama intensif 
antar negara.

Sementara itu, di bidang ekonomi, krisis ekonomi dan 
keuangan global belum menunjukkan pemulihan yang 
sempurna. oleh karena itu, merupakan kepentingan se-
mua negara untuk berupaya memulihkan perekonomian 
dunia menjadi semakin baik di masa mendatang.

Dalam konteks hubungan bilateral, sejauh ini Indo-
nesia telah memiliki 18 kemitraan strategis atau kompre-
hensif dengan negara sahabat. 

Diplomasi perbatasan Indonesia juga telah meraih 
beberapa capaian. Pada tahun 2014 telah disepakati tiga 
segmen batas maritim baru dengan Singapura dan Fili-
pina.

Di bidang perlindungan WNI, Pemerintah Indonesia 
telah melakukan berbagai upaya melalui tiga pendeka-
tan, yakni pencegahan, deteksi dini, dan perlindungan.

Dari sisi pencegahan (prevention), di akhir tahun 
2014, Kemlu telah menandatangani Memorandum of 
Understanding  (MoU) dengan Kementerian Komunikasi 
dan Informatika dan dengan lima perusahaan penyedia 
layanan selular untuk memberikan informasi nomor-no-
mor telepon hotline Perwakilan RI terdekat, kepada WNI 

 Kejelasan prioritas 
nasional memudahkan 
setiap diplomat 
Indonesia dalam 
menjalankan tugasnya. 
Dalam dua bulan pertama 
pemerintahan baru, 
Indonesia telah aktif 
memberikan kontribusi 
dalam 12 Konferensi 
Tingkat Tinggi (KTT). 
Presiden Jokowi juga 
telah melakukan 
pertemuan dengan 21 
kepala negara/kepala 
pemerintahan asing.
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dan Badan Hukum Indonesia akan terus ditingkatkan. In-
donesia hanya akan melakukan kerja sama pengiriman 
buruh migran apabila (i) negara tujuan memiliki pera-
turan nasional yang mengatur perlindungan terhadap 
buruh migran asing; dan/atau (ii) Indonesia memiliki 
perjanjian bilateral dengan negara tujuan yang menge-
depankan perlindungan buruh migran Indonesia.

Penguatan perlindungan bagi Buruh Migran Indone-
sia juga akan dilakukan pada tingkat regional, termasuk 
mendorong terbentuknya instrumen hukum ASEAN 
tentang perlindungan buruh migran yang bersifat non-
diskriminatif. Hal ini sejalan dengan Visi ASEAN untuk 
membentuk Masyarakat ASEAN yang saling peduli.

Diplomasi dan politik luar negeri Indonesia harus da-
pat memberikan perlindungan dan rasa aman bagi warga 
negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri.

Meningkatkan Diplomasi Ekonomi

Kerjasama regional dan internasional di bidang infra-
struktur maritim, energi, perikanan dan pelestarian ling-
kungan bahari akan ditingkatkan. Pada tingkat bilateral, 
kerja sama maritim juga akan dikembangkan dalam ke-
rangka kemitraan strategis dan komprehensif dengan 
negara sahabat.

Komitmen dan tekad Pemerintah Indonesia untuk 
menegakkan hukum di laut dalam rangka memberantas 
IUU Fishing akan diteruskan. Sudah terlalu lama aktivitas 
illegal berlangsung di perairan Indonesia. Karena itu, ille-
gal fishing harus dihentikan. Indonesia siap bekerja sama 
dengan negara lain dalam pemberantasan IUU Fishing.

Diplomasi ekonomi Indonesia juga akan difokuskan 
pada upaya mempercepat pembangunan infrastruk-
tur dan konektivitas. Pembangunan deep sea ports dan 
pengembangan power plants merupakan beberapa bi-
dang yang dapat dikerjasamakan dengan pihak asing.

Di bidang perdagangan, upaya untuk meningkatkan 
ekspor ke pasar non-tradisional dan untapped market 
akan terus dilakukan.  Indonesia tidak akan dapat mene-
rima perlakuan diskriminasi terhadap komoditi Indonesia 
yang diperlakukan secara tidak adil dengan tuduhan ti-
dak mendasar, seperti yang terjadi atas CPO Indonesia.

Upaya untuk menarik modal asing ke Indonesia juga 
akan terus dilakukan. Komitmen Pemerintah untuk me-
nyederhanakan perijinan dan membuat “one stop ser-
vice” diyakini akan meningkatkan minat investor asing 
ke Indonesia. Saat ini Pemerintah sedang menyelesai-
kan draft Bilateral Investment Treaty, yang akan menjadi 
rejim perjanjian baru investasi Indonesia dengan negara 
lain.

Diplomasi Indonesia juga akan diarahkan pada upaya 
untuk mendukung kemandirian di bidang pangan dan di 
bidang energi, terutama energi baru dan terbarukan.

Diplomat Indonesia secara terus-menerus akan di-
minta untuk menjadi “marketers” bagi Indonesia. Untuk 
memahami karakter pasar, diplomat harus turun ke la-
pangan.

Untuk memfasilitasi tindak lanjut kegiatan diplomasi 
ekonomi di luar negeri, Kementerian Luar Negeri akan 
membentuk “Task Force Diplomasi Ekonomi” yang di-
koordinir oleh Wakil Menteri Luar Negeri. Unit ini akan 
berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait 

guna memastikan bahwa peluang bisnis, kerja sama 
pembangunan dan kesepakatan-kesepakatan ekonomi 
dengan negara lain dapat segera ditindaklanjuti.

Beberapa pihak bertanya menyampaikan kekha-
watiran bahwa apakah Indonesia akan menarik diri dari 
dunia internasional? Jawabnya adalah tidak. Dapat saya 
tegaskan bahwa Indonesia tidak akan menurunkan en-
gagement-nya dengan dunia internasional.

Sebagai negara middle power dengan penduduk ku-
rang lebih 250 juta orang, demokrasi ketiga terbesar di 
dunia, penduduk Muslim terbesar di dunia, negara ter-
besar di ASEAN, anggota G-20, maka Indonesia akan 
terus memainkan perannya, baik di kawasan maupun 
di dunia. ASEAN tetap merupakan prioritas politik luar 
negeri Indonesia. Indonesia juga menginginkan satu 
tatanan dunia yang demokratis, semakin sempitnya gap 
kemakmuran antar negara, pergaulan dunia yang saling 
menghormati dan dunia yang aman dan stabil.

Sesuai dengan mandat konstitusi, maka Indonesia 
tetap akan memberikan kontribusi dan mengambil pe-
ran penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan 
dunia.

Bagi Indonesia, keamanan dikawasan merupakan hal 
mutlak yang harus ada. Oleh karena itu, melalui ASEAN, 
Indonesia akan terus aktif mendorong implementasi 
Declaration on the Conduct of Parties in the South China 
Sea (DoC) secara penuh dan efektif, serta diselesaikan-
nya Code of Conduct in the South China Sea (CoC). Untuk 
menjaga stabilitas kawasan, Indonesia mendesak semua 
negara agar menahan diri untuk tidak menggunakan ke-
kerasan atau ancaman kekerasan. Dalam penyelesaian 
sengketa, Indonesia mengedepankan cara-cara damai 
dan menghormati prinsip hukum internasional, term-
asuk UNCLOS 1982.

Indonesia akan terus berperan aktif dalam pencapai-

an Masyarakat ASEAN dan menyiapkan visi Masyarakat 
ASEAN pasca 2015. Beberapa prioritas yang perlu segera 
dituntaskan dalam konteks ASEAN, antara lain; Protokol 
SEANWFZ dan penguatan ASEAN Intergovernmental 
Commission on Human Rights (AICHR).  Untuk mendu-
kung realisasi Poros Maritim, diplomasi Indonesia akan 
mendorong penguatan kerja sama maritim dalam ber-
bagai mekanisme di ASEAN.

Pada tahun 2015, Indonesia akan menjadi tuan ru-
mah peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA). 
Peringatan kali ini merupakan momentum untuk 
membangkitkan kembali semangat kerja sama Selatan-
Selatan dan kontribusi Selatan-Selatan terhadap dunia. 
Konferensi Asia Afrika merupakan simbol dari pembeba-
san terhadap penjajahan dan merupakan simbol kebang-
kitan negara-negara Asia Afrika. Makna dari Konferensi 
tersebut masih sangat relevan dengan dunia masa kini. 
Indonesia sangat mengharapkan dukungan dan kerja 
sama negara-negara Asia Afrika demi suksesnya penye-
lenggaraan KTT dan peringatan 60 tahun Konferensi Asia 
Afrika pada bulan April 2015 di Jakarta dan Bandung.

Dalam kaitan ini, kami ingin mengingatkan kembali 
adanya satu isu yang perlu terus-menerus mendapatkan 
dukungan dunia, yaitu masalah Palestina. Indonesia akan 
terus mendukung perjuangan Palestina membentuk ne-
gara merdeka dan berdaulat dan mendesak negara lain 
mengakui kemerdekaan Palestina.

Indonesia sangat menyesalkan kegagalan Dewan 
Keamanan (DK) PBB mengadopsi rancangan resolusi 
mengenai Palestina di New York, 30 Desember 2014.

Untuk lebih mendekatkan diri dengan Palestina, se-
lain Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Palestina 
berkedudukan di Amman, Yordania, Indonesia dalam 
waktu dekat akan mendirikan Konsulat Kehormatan 
Indonesia di Ramallah. Bantuan Indonesia kepada Pa-
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guna memastikan bahwa peluang bisnis, kerja sama 
pembangunan dan kesepakatan-kesepakatan ekonomi 
dengan negara lain dapat segera ditindaklanjuti.

Beberapa pihak bertanya menyampaikan kekha-
watiran bahwa apakah Indonesia akan menarik diri dari 
dunia internasional? Jawabnya adalah tidak. Dapat saya 
tegaskan bahwa Indonesia tidak akan menurunkan en-
gagement-nya dengan dunia internasional.

Sebagai negara middle power dengan penduduk ku-
rang lebih 250 juta orang, demokrasi ketiga terbesar di 
dunia, penduduk Muslim terbesar di dunia, negara ter-
besar di ASEAN, anggota G-20, maka Indonesia akan 
terus memainkan perannya, baik di kawasan maupun 
di dunia. ASEAN tetap merupakan prioritas politik luar 
negeri Indonesia. Indonesia juga menginginkan satu 
tatanan dunia yang demokratis, semakin sempitnya gap 
kemakmuran antar negara, pergaulan dunia yang saling 
menghormati dan dunia yang aman dan stabil.

Sesuai dengan mandat konstitusi, maka Indonesia 
tetap akan memberikan kontribusi dan mengambil pe-
ran penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan 
dunia.

Bagi Indonesia, keamanan dikawasan merupakan hal 
mutlak yang harus ada. Oleh karena itu, melalui ASEAN, 
Indonesia akan terus aktif mendorong implementasi 
Declaration on the Conduct of Parties in the South China 
Sea (DoC) secara penuh dan efektif, serta diselesaikan-
nya Code of Conduct in the South China Sea (CoC). Untuk 
menjaga stabilitas kawasan, Indonesia mendesak semua 
negara agar menahan diri untuk tidak menggunakan ke-
kerasan atau ancaman kekerasan. Dalam penyelesaian 
sengketa, Indonesia mengedepankan cara-cara damai 
dan menghormati prinsip hukum internasional, term-
asuk UNCLOS 1982.

Indonesia akan terus berperan aktif dalam pencapai-

an Masyarakat ASEAN dan menyiapkan visi Masyarakat 
ASEAN pasca 2015. Beberapa prioritas yang perlu segera 
dituntaskan dalam konteks ASEAN, antara lain; Protokol 
SEANWFZ dan penguatan ASEAN Intergovernmental 
Commission on Human Rights (AICHR).  Untuk mendu-
kung realisasi Poros Maritim, diplomasi Indonesia akan 
mendorong penguatan kerja sama maritim dalam ber-
bagai mekanisme di ASEAN.

Pada tahun 2015, Indonesia akan menjadi tuan ru-
mah peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA). 
Peringatan kali ini merupakan momentum untuk 
membangkitkan kembali semangat kerja sama Selatan-
Selatan dan kontribusi Selatan-Selatan terhadap dunia. 
Konferensi Asia Afrika merupakan simbol dari pembeba-
san terhadap penjajahan dan merupakan simbol kebang-
kitan negara-negara Asia Afrika. Makna dari Konferensi 
tersebut masih sangat relevan dengan dunia masa kini. 
Indonesia sangat mengharapkan dukungan dan kerja 
sama negara-negara Asia Afrika demi suksesnya penye-
lenggaraan KTT dan peringatan 60 tahun Konferensi Asia 
Afrika pada bulan April 2015 di Jakarta dan Bandung.

Dalam kaitan ini, kami ingin mengingatkan kembali 
adanya satu isu yang perlu terus-menerus mendapatkan 
dukungan dunia, yaitu masalah Palestina. Indonesia akan 
terus mendukung perjuangan Palestina membentuk ne-
gara merdeka dan berdaulat dan mendesak negara lain 
mengakui kemerdekaan Palestina.

Indonesia sangat menyesalkan kegagalan Dewan 
Keamanan (DK) PBB mengadopsi rancangan resolusi 
mengenai Palestina di New York, 30 Desember 2014.

Untuk lebih mendekatkan diri dengan Palestina, se-
lain Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Palestina 
berkedudukan di Amman, Yordania, Indonesia dalam 
waktu dekat akan mendirikan Konsulat Kehormatan 
Indonesia di Ramallah. Bantuan Indonesia kepada Pa-
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lestina di bidang pembangunan kapasitas akan terus di-
tingkatkan.

Pada akhir 2015, Indonesia akan memulai keketuaan 
dalam IORA (Indian Ocean Rim Association). Selama ke-
ketuaan, Indonesia akan memfokuskan dan mendorong 
kerja sama yang sejalan dengan kepentingan Indonesia 
sebagai negara maritim.

Pasifik Selatan juga merupakan wilayah strategis bagi 
Indonesia. Selain kerja sama yang telah berjalan selama 
ini, Indonesia akan mengembangkan kerja sama baru, 
seperti demokratisasi, perikanan, pemuda dan olah raga 
serta budaya. Untuk mendukung program pembangu-
nan kapasitas ini, Indonesia berkomitmen menyediakan 
dana sebesar US$ 20 juta kepada negara-negara di Pasi-
fik selama kurun waktu 2015-2019.

Indonesia selama ini dikenal sebagai salah satu peny-
umbang signifikan misi perdamaian dan keamanan PBB. 
Sejauh ini, Indonesia merupakan penyumbang 16 ter-
besar misi perdamaian yang melibatkan 1.843 personil. 
Kontribusi Indonesia ini akan ditingkatkan menjadi 4.000 
personil sampai tahun 2019 atau dikenal dengan “Vision 
4000 Peacekeepers”.

Indonesia juga akan terus aktif dalam penanganan 
isu irregular migration, melalui mekanisme kerja sama 
“Bali Process”. Indonesia ingin menekankan kembali ba-
hwa penanganan isu ini memerlukan kerja sama yang 
baik antara negara asal, negara transit dan negara tu-
juan. Setiap negara memiliki kebijakan masing-masing, 
namun demikian terdapat kewajiban yang harus dilaku-
kan sebagai warga dunia.

Dengan berakhirnya MDGs tahun 2015, Indonesia 
akan berperan aktif dalam proses pembentukan Agen-
da Pembangunan pasca 2015 untuk memastikan dunia 
yang bebas dari kemiskinan ekstrim, serta menerapkan 
pembangunan berkelanjutan (sustainable development). 

Terkait perubahan iklim, Indonesia telah aktif ber-
kontribusi dalam Conference of the Parties (COP) to the 
United Nations Framework Convention on Climate Chan-
ge (UNFCC) ke-20 di Lima, Peru, dan akan melanjutkan 
kontribusi aktif dalam COP-21 di Paris, Perancis, untuk 
mempersiapkan kesepakatan baru mengenai perubahan 
iklim yang akan dibentuk tahun 2015, dan berlaku mulai 
tahun 2020.

Indonesia akan terus menggunakan aset bangsa se-
perti demokrasi dan pluralisme dalam diplomasi di masa 
mendatang.

Terpilihnya kembali Indonesia sebagai negara ang-
gota Dewan HAM PBB untuk periode 2015-2017 mene-
gaskan kembali pengakuan masyarakat internasional 
terhadap komitmen dan kontribusi Indonesia bagi pe-
majuan dan perlindungan HAM.

Indonesia juga akan terus memperjuangkan penca-
lonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan 
PBB periode 2019-2020.

Guna mengoptimalkan hasil politik luar negeri, maka 
komunikasi dengan semua stakeholders menjadi suatu 
keharusan. Melalui foreign policy breakfast dan mela-
lui forum-forum lainnya, diplomat-diplomat  Indonesia 
akan dengan senang hati menerima kritik dan masukan 
untuk menjadikan diplomasi Indonesia lebih baik dan 
bermanfaat bagi rakyat di masa mendatang.[]
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Kue Ekonomi” ASEAN Di 
Indonesia Sebesar 40%

ASEAN Economic Community (AEC) atau 
yang dalam bahasa Indonesia disebut 
dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN 
(MEA) adalah pembentukan pasar 
tunggal (single market) yang memung-
kinkan satu negara menjual barang 

dan jasa mereka kepada negara-negara lain yang masih 
dalam lingkup Asia Tenggara dengan mudah. 

Salah satu kebijakannya adalah dengan tidak mene-
rapkan bea masuk (Free Trade Area). Basis produksi yang 
digalakKan ini menjadikan arus barang, jasa, investasi 
dan tenaga terampil serta aliran modal pun lebih mudah 
dan bebas keluar masuk ke suatu negara. 

Adanya AEC ini bertujuan untuk meningkatkan daya 
saing negara-negara ASEAN di kancah Internasional 
serta dapat menyaingi China dan India dalam menarik 
masuknya investasi asing. Selain itu, dapat menciptakan 
ekonomi yang merata, menurunkan tingkat kemiskinan 
dan perbedaan sosial-ekonomi di wilayah ASEAN. 

Adapun negara-negara yang ikut dalam ASEAN ter-
diri dari 10 negara meliputi Indonesia, Malaysia, Phili-
pina, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, Vietnam, 
Laos, Kamboja, dan Myanmar. Negara-negara ini berga-
bung membentuk AEC demi terwujudnya ekonomi terin-
tegrasi yang lebih nyata dan meaningful. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya ASE-
AN yang kemudian menyepakati AEC 2015 ini menjadi 
salah satu jalan tumbuh dan berkembangnya budaya 

homo economy lupus, di mana siapa yang kuat dia ber-
kuasa dan dapat memangsa yang lemah, karena negara-
negara ASEAN merupakan negara yang majemuk dari 
segi kemajuannya. 

Hal ini dapat dilihat dari data perekonomian negara-
negara ASEAN tahun 2010 yang diukur dari GDP  perka-
pita setiap negara. Data ini menunjukkan gap yang be-
gitu besar antara the highest country dengan the lowest 
country. Di mana Singapura memiliki pendapatan per-
kapita terbesar yaitu US$ 53.180, sedangkan Myanmar 
hanya memiliki pendapatan perkapita US$ 468,6 saja, 
sangat jauh selisihnya dari Singapura. 

Pendapatan penduduk Myanmar tidak mencapai 
1% pendapatan penduduk Singapura. Dan begitu pula 
Indonesia, GDP nya hanya mencapai US$ 3.010,1 pada 
tahun 2010 yaitu sekitar 5,66% dari Singapura. Dengan 
demikian, AEC ini mau tidak mau harus diperhatikan 
oleh semua masyarakat khususnya Indonesia. Terdapat 
banyak peluang yang memungkinkan negara Indone-
sia untuk memaksimalkan potensinya dalam berbagai 
bidang. Namun, di sisi lain Indonesia juga mempunyai 
tantangan yang tidak boleh dilihat hanya dengan memi-
cingkan mata. 

Tantangan yang paling besar bagi Indonesia ini 
adalah dari sisi sumber daya manusia. Jadi bila tidak se-
gera bersiap maka “kue ekonomi” ASEAN di Indonesia 
sebesar 40% akan “dicaplok” oleh negara-negara tetangga. 
Persentase 40% ini adalah sumbangan Indonesia untuk 

Neneng Ela Fauziyyah 
ForSei Basic Education (FBE) 
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ASEAN berupa pasar bagi barang dan jasa yang diper-
dagangkan. Maka, pertanyaan yang harus dijawab oleh 
setiap individu adalah sudah siapkah kita sebagai sum-
ber daya manusia di pasar ASEAN untuk bersaing pada 
2015 nanti? Jika belum, maka langkah apa sajakah yang 
seharusnya dipersiapkan dari sekarang? Apabila AEC 
terwujud pada tahun 2015 nanti, dapat dipastikan akan 
terbuka kesempatan kerja seluas-luasnya bagi warga ne-
gara ASEAN. Setiap warga negara dapat keluar masuk 
dari satu negara ke negara lain untuk mendapatkan pe-
kerjaan yang diinginkan tanpa adanya hambatan dari 
negara yang ditujunya itu.

Namun, akan terjadi pula persaingan yang sangat 
ketat antara warga negara satu dengan warga negara 
yang lain. Seorang yang memiliki keahlian terampillah 
(skilled labor) yang nantinya akan  berlenggang kaki di 
pasar ASEAN sedangkan yang tidak memiliki keahlian, 
ia akan tersingkirkan dengan sendirinya dari kompetisi 
itu. Kriteria  skilled labor  ini memang tidak terlalu dijelas-
kan dalam Blueprint AEC.  Namun secara umum, skilled 
labor  ini adalah pekerja yang mempunyai keterampilan 
atau keahlian khusus, pengetahuan, dan kemampuan 
di bidangnya, yang bisa berasal dari lulusan  perguruan 
tinggi, akademisi, sekolah teknik ataupun dari pengala-
man kerja.

Untuk mencapai kriteria skilled labor yang minimal 
memenuhi ketentuan MRA (Mutual Recognition Arrang-
ement), SDM Indonesia harus memiliki kemampuan ber-
daya saing yang harus terus ditingkatkan baik secara for-
mal maupun informal. Menurut hemat penulis, di antara 
hal-hal yang sangat dibutuhkan dalam membentuk skil-
led labor  Indonesia yaitu : 1.Meningkatkan kemampuan 
hard skill dan soft skill pada setiap individu.

Hard skill dapat ditingkatkan dengan senantiasa 
menggali berbagai ilmu baik secara formal ataupun in-
formal. Kemudian mengimplementasikan ilmu yang te-
lah diraihnya itu dalam berbagai aktivitas. Sedangkan 
soft skill dapat ditingkatkan dengan terus melatih ke-
mampuan tersebut yang diawali dari diri sendiri. Kedua 
kemampuan ini sangatlah diperlukan setiap tenaga kerja 

dalam meraih sukses di dunia kerja.

 Memiliki keahlian dan pemikiran yang bersifat glo-
bal. Keahlian di sini berupa kemampuan untuk berbicara 
atau berkomunikasi dengan bahasa asing. Dalam hal ini 
negara-negara ASEAN menyepakati bahasa pengantar 
mereka adalah bahasa Inggris. Dengan demikian seo-
rang tenaga kerja harus memiliki kemampuan berkomu-
nikasi dengan bahasa Inggris jika tidak ingin terbuang 
dari jalur kompetisi AEC. Apalagi melihat negara Singa-
pura dan Malaysia yang sudah lebih dahulu memakai ba-
hasa Inggris dalam percakapan sehari-hari sehingga bagi 
mereka akan mudah saja berkomunikasi dengan bahasa 
tersebut.

 Memahami nilai kearifan lokal. Hal ini bertujuan 
untuk memfilter budaya-budaya negara lain yang pasti 
masuk dan mempengaruhi budaya lokal. Pemahaman 
mengenai kearifan lokal sangat penting dimiliki oleh se-
tiap masyarakat Indonesia, sehingga budaya asing tidak 
akan mengalahkan dan menggantikan budaya lokal yang 
sudah sejak dulu ada dan dimiliki bangsa Indonesia. 

Pelatihan keterampilan dan kompetensi kerja. Ke-
giatan ini akan sangat membantu tenaga kerja Indone-
sia untuk meningkatkan kompetensi dirinya sehingga 
ia akan siap bersaing dengan tenaga kerja dari negara 
lain yang sudah terampil dan terlatih. Pelatihan ini su-
dah dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi pada tahun 2013 yang diikuti oleh 162.017 
orang yang jumlahnya meningkat dari tahun 2012 yang 
berjumlah 154.958 orang. Untuk tahun selanjutnya diha-
rapkan Kemenakertrans terus melanjutkan programnya 
ini demi meningkatkan kuantitas tenaga kerja Indonesia 
yang terampil dan terlatih. 

Walaupun beberapa langkah di atas masih sangat 
minim disadari oleh warga negara Indonesia, namun 
upaya-upaya dari orang yang telah sadar dan juga pe-
merintah telah ada. Untuk itu, semua orang seharusnya 
menularkannya kepada orang lain selain ia terus meng-
upgrade dirinya sendiri, sehingga seluruh warga negara 
Indonesia akan siap menjadi tenaga kerja terlatih dan 
terampil dalam menghadapi AEC 2015 nanti.[]
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pemberian preferensi perdagangan (preferential trade), 
usaha patungan (joint ventures), dan skema saling 
melengkapi (complementation scheme) antar pemerintah 
negara-negara anggota maupun pihak swasta di 
kawasan ASEAN, seperti ASEAN Industrial Projects Plan 
(1976), Preferential Trading Arrangement (1977), ASEAN 
Industrial Complementation scheme (1981), ASEAN 
Industrial Joint-Ventures scheme (1983), dan Enhanced 
Preferential Trading Arrangement (1987). 

Pada dekade 80-an dan 90-an, ketika negara-negara 
di berbagai belahan dunia mulai melakukan upaya-upaya 
untuk menghilangkan hambatan-hambatan ekonomi, 
negara-negara anggota ASEAN menyadari bahwa cara 
terbaik untuk bekerjasama adalah dengan saling mem-
buka perekonomian mereka, guna menciptakan integra-
si ekonomi kawasan.

Pada KTT ke-5 ASEAN di Singapura tahun 1992 te-
Sejak dibentuknya ASEAN sebagai 

organisasi regional pada tahun 
1967, negara-negara anggota telah 
meletakkan kerjasama ekonomi 
sebagai salah satu agenda utama yang 
perlu dikembangkan. Pada awalnya 

kerjasama ekonomi difokuskan pada program-program 

Dok: google
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eksternal serta mendorong keikutsertaan dalam glo-
bal supply network).

Pelaksanaan rencana kerja strategis tersebut dijabar-
kan lebih lanjut melalui priority actions yang pencapai-
annya dievaluasi dan dimonitor dengan menggunakan 
score card. Disamping itu, diperlukan dukungan berupa 
kemauan politik, koordinasi dan mobilisasi sumber daya, 
pengaturan pelaksanaan, peningkatan kemampuan (ca-
pacity building) dan penguatan institusi, serta pening-
katan konsultasi antara pemerintah dan sektor swasta.  
Pelaksanaan rencana kerja strategis tersebut juga akan 
didukung dengan program pengembangan sumber daya 
manusia dan kegiatan penelitian serta pengembangan di 
masing-masing negara.

Pada KTT ASEAN Ke-13 di Singapura, bulan Nopem-
ber 2007, telah disepakati  Blueprint for the ASEAN Eco-
nomic Community (AEC Blueprint) yang akan digunakan 
sebagai peta kebijakan (roadmap) guna mentransforma-
sikan ASEAN menjadi suatu pasar tunggal dan basis pro-
duksi, kawasan yang kompetitif dan terintegrasi dengan 
ekonomi global. AEC Blueprint juga akan mendukung 
ASEAN menjadi kawasan yang berdaya saing tinggi 
dengan tingkat pembangunan ekonomi yang merata 
serta kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi yang 
makin berkurang. Sebagai upaya untuk memfasilitasi 
perdagangan di tingkat nasional dan ASEAN sebagaima-
na tertuang dalam AEC Blueprint 2015, Indonesia telah  
melakukan peluncuran National Single Window (NSW) 
dalam kerangka ASEAN Single Window (ASW) pada tang-
gal 17 Desember 2007.  

Indonesia dalam KTT ASEAN ke-21 di Phnom Penh 
tahun 2012, ditunjuk sebagai motor penggerak dalam 
mengintegrasikan kekuatan Asia Tenggara di dunia glo-
bal. Bersama-sama dengan Singapura dan Thailand, In-
donesia berada di baris terdepan dalam mengimplemen-
tasikan konsep-konsep yang telah disepakati. Keadaan 
ini diperkuat dengan optimisme Menteri Perdagangan RI 
Gita Wiryawan yang menyebutkan bahwa ASEAN Econo-
mic Community (AEC) ini akan mendorong pertumbuhan 
ekonomi dalam negeri dan pendapatan per kapita.

Dengan konsep Regional Comprehensive Economic 
Partnership (RCEP) diharapkan mampu meningkatkan 
posisi tawar dalam perekonomian global bersaing deng-
an blok-blok integrasi lainnya di luar Asia. Tentunya pelu-
ang ini 8 harus dimaksimalkan oleh seluruh negara ASE-
AN dengan persiapan di semua sektor. Tujuan utama dari 
10 negara ini adalah tingkat perekonomian yang merata 
di samping mendapatkan kemudahan akses ekonomi 
regional. Melihat keadaan memang tidak selalu seperti 
yang diharapkan.

Persaingan yang terlalu kompetif memicu kesen-
jangan ekonomi antarnegara. Singapura misalnya, ne-
gara dengan pendapatan per kapita tertinggi di ASEAN 
ini tentunya tidak bisa dibandingkan bahkan disamara-
takan dengan negara-negara berkembang di kawasan 
Asia Tenggara. Indonesia sebagai salah satu negara ber-
kembang harus teliti dan cermat dalam “kebebasan” ini. 
Peluang dan tantangan harus dianalisis, ditanggapi, dan 
diimplementasikan secara konseptual sehingga nantinya 
Indonesia tidak hanya menjadi market bagi para inves-
tor luar saja, melainkan mampu mengendalikan pasar 
internasional serta dapat mewujudkan perubahan yang 
berarti bagi kehidupan keseharian masyarakatnya.[]

lah ditandatangani Framework Agreement on Enhancing 
ASEAN Economic Cooperation sekaligus menandai di-
canangkannya ASEAN Free Trade Area (AFTA) pada tang-
gal 1 Januari 1993 dengan Common Effective Preferential 
Tariff (CEPT) sebagai mekanisme utama. Pendirian AFTA 
memberikan impikasi dalam bentuk pengurangan dan 
eliminasi tarif, penghapusan hambatan-hambatan non-
tarif, dan perbaikan terhadap kebijakan-kebijakan fasili-
tasi perdagangan. Dalam perkembangannya, AFTA tidak 
hanya difokuskan pada liberalisasi perdagangan barang, 
tetapi juga  perdagangan jasa dan investasi.

KTT ke-9 ASEAN di Bali tahun 2003 menyepakati 
pembentukan komunitas ASEAN yang salah satu pi-
larnya adalah Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC). AEC 
bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis 
produksi yang ditandai dengan bebasnya aliran barang, 
jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan perpindahan 
barang modal secara lebih bebas. KTT juga menetap-
kan sektor-sektor prioritas yang akan diintegrasikan, 
yaitu: produk-produk pertanian, otomotif, elektronik, 
perikanan, produk-produk turunan dari karet, tekstil dan 
pakaian, produk-produk turunan dari kayu, transportasi 
udara, e-ASEAN (ITC), kesehatan, dan pariwisata. Dalam 
perkembangannya, pada tahun 2006 jasa  logistik dijadi-
kan sektor prioritas yang ke-12.

KTT ke-10 ASEAN di Vientiene tahun 2004 antara 
lain menyepakati Vientiane Action Program (VAP) yang 
merupakan panduan untuk mendukung implementasi 
pencapaian AEC di tahun 2020.

ASEAN Economic Ministers Meeting (AEM) di Kuala 
Lumpur bulan Agustus 2006 menyetujui untuk mem-
buat suatu cetak biru (blueprint) untuk menindaklanjuti 
pembentukan AEC dengan mengindentifikasi sifat-sifat 
dan elemen-elemen AEC pada tahun 2015 yang kon-
sisten dengan Bali Concord II dan dengan target-target 
dan timelines yang jelas serta pre-agreed flexibility untuk 
mengakomodir kepentingan negara-negara anggota 
ASEAN.

KTT ke-12 ASEAN di Cebu bulan Januari 2007 telah 
menyepakati ”Declaration on the Acceleration of the Es-
tablishment of an ASEAN Community by 2015”. Dalam 
konteks tersebut, para Menteri Ekonomi ASEAN telah 
menginstruksikan Sekretariat ASEAN untuk menyusun 
”Cetak Biru ASEAN Economic Community (AEC)”. Cetak 
Biru AEC tersebut berisi rencana kerja strategis dalam 
jangka pendek, menengah dan panjang hingga tahun 
2015 menuju terbentuknya integrasi ekonomi ASEAN, 
yaitu :

a. 	 Menuju single market dan production base (arus per-
dagangan bebas untuk sektor barang, jasa, investasi, 
pekerja terampil, dan modal);

b. 	 Menuju penciptaaan kawasan regional ekonomi yang 
berdaya saing tinggi (regional competition policy, IPRs 
action plan, infrastructure development, ICT, energy 
cooperation, taxation, dan pengembangan UKM);

c. 	 Menuju suatu kawasan dengan pembangunan eko-
nomi yang merata (region of equitable economic deve-
lopment) melalui pengembangan UKM dan program-
program Initiative for ASEAN Integration (IAI); dan

d. 	 Menuju integrasi penuh pada ekonomi global (pen-
dekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi 

Persaingan 
yang terlalu 
kompetif memicu 
kesenjangan ekonomi 
antarnegara. 
Singapura misalnya, 
negara dengan 
pendapatan per 
kapita tertinggi 
di ASEAN ini 
tentunya tidak bisa 
dibandingkan bahkan 
disamaratakan 
dengan negara-
negara berkembang 
di kawasan Asia 
Tenggara. 
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Komitmen Pemerintah RI untuk membantu 
sesama Negara berkembang merupakan 
bagian integral dari kebijakan luar ne-
geri. Kerja sama teknik adalah salah satu 
alat yang mendukung upaya-upaya diplo-
masi RI di forum bilateral, regional mau-

pun internasional. 

Kerja sama Teknik antar Negara 
Berkembang (KTNB) pada dasarnya 
adalah kerja sama teknik Selatan-
Selatan, bertujuan untuk mewu-
judkan kemandirian dan percepatan 
pembangunan di negara-negara 

berkembang. Kerja sama teknik juga merupakan salah 
satu upaya untuk meningkatkan kemitraan antar negara. 
Melalui berbagai kegiatan dalam kerangka kerja sama 
teknik, diharapkan akan terjadi saling tukar informasi, 
pengalaman serta menciptakan dasar yang kuat bagi 
kerja sama antara Indonesia dan negara-negara peserta. 
Melalui kerja sama Selatan-Selatan ini negara-negara 
berkembang diharapkan dapat saling membantu dalam 
pembangunan untuk mengurangi ketergantungan 
kepada negara maju dan mengejar ketertinggalannya, 
terutama mengingat adanya kecenderungan jenuhnya 
bantuan negara-negara maju atau aid fatigue kepada 
negara-negara berkembang. Indonesia telah banyak 
belajar dari negara-negara maju.

Pada tanggal 8 Desember 2014, Direktur Jenderal 
Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar 
Negeri telah membuka secara resmi Program Train-
ing of Trainers: Value Addition of Fish Processing Prod-
ucts di Sigatoka, Fiji. Pelatihan dihadiri oleh 20 peserta 
dan diselenggarakan selama tanggal 8 – 18 Desember 
2014. Pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal IDP 
mewakili Pemerintah Indonesia (Pemri) juga telah me-
nyerahkan 1 (satu) set mesin pengolah Kerupuk kepada 
Pemerintah Fiji.

Acara Pembukaan dihadiri oleh Permanent Secretary 
Ministry of Fishery and Forests, Mr. Inoke Wainigolo; Di-
rector for Youth and Sports, Mr. William Naisoro; Director 
for Women, Ms. Arieta Moceica; Principal Youth Officer, 
Mr. George Francis; serta beberapa pejabat terkait di Fiji 
dari Kementerian Perikanan dan Kehutanan, Kemen-
terian Pemuda dan Olah Raga, Kementerian Wanita. 
Sementara dari Kedutaan Besar RI Suva, hadir pada ke-
sempatan tersebut yakni Dubes RI Suva, Pejabat Fungsi 
Ekonomi dan Pejabat Fungsi Pensosbud.        

Dalam sambutanya, Permanent Secretary Ministry of 
Fishery and Forests, Mr. Inoke Wainigolo, menyampaikan 
apresiasi kepada Pemerintah RI atas program capacity 
building yang telah diberikan dan mengharapkan mela-

Program Training 
of Trainers: Value 
Addition of Fish 
Processing Products 
 

Implementasi 
KOmitmen 

Bilateral RI-Fiji

lui program-program tersebut dapat membantu Peme-
rintah Fiji dalam ketahanan pangan, membuka kesem-
patan kerja, membuka kesempatan untuk mendapatkan 
penghasilan, dan juga substitusi impor. 

Mewakili Pemerintah Indonesia, Dirjen IDP me-
nyampaikan latar belakang diadakannya pelatihan dan 
pemberian bantuan mesin kerupuk sebagai implemen-
tasi komitmen bilateral RI – Fiji: MoU bidang Kelautan 
dan Perikanan, serta implementasi komitmen RI di Pa-
sifik sebesar US$ 20 juta di bidang capacity building pro-
gram. Disampaikan pula tujuan program pelatihan yaitu 
untuk meningkatkan kapasitas para wanita dan pemuda 
dalam meningkatkan pengetahuan mengenai teknik 
pengolahan ikan sehingga menjadi produk dengan add-
ed-value. Program capacity buiding Indonesia tersebut 
diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi wanita 
dan pemuda Fiji untuk meningkatkan taraf hidupnya 
dan berkontribusi dalam peningkatan ekonomi di Fiji. 

Mengakhiri sambutan, Dirjen IDP secara simbolis 
memberikan bantuan 1 (satu) set mesin pengolah Keru-
puk dan mengharapkan agar tempat pelatihan  (Nasau 
Youth Center) yang akan menjadi “Kerupuk Center” 
dapat menjadi pusat bagi pengembangan kapasitas 
pemberdayaan pemuda dan wanita di kawasan Pasifik. 
Dirjen IDP juga mengapresiasi peran Fiji di Pasifik dan 
dukungannya terhadap Pemri dalam membangun dan 
memperluas kerjasama RI di Pasifik.

Seusai rangkaian acara pembukaan ToT, Dirjen IDP 
bersama dengan PS Ministry of Fisheries and Forests dan 
Director of Women, melakukan tinjauan ke Seaweed Cen-
ter di Mau Village, Fiji. Seaweed Center didirikan oleh Pe-
merintah Fiji dengan dukungan peralatan dan pelatihan 

“Pelatihan dan 
pemberian bantuan 
mesin kerupuk 
sebagai implementasi 
komitmen bilateral 
RI – Fiji: MoU bidang 
Kelautan dan 
Perikanan, serta 
implementasi 
komitmen RI di Pasifik 
sebesar US$ 20 juta 
di bidang capacity 
building program.”

Dirjen IDP, Esti Andayani (kedua dari kiri) membuka TOT Pelatihan Kerupuk di Sigatoka Fiji
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dari Pemerintah Indonesia pada tahun 2013. Dirjen IDP 
disambut oleh Chief of Village dengan upacara adat Fiji.  
Pada kesempatan tersebut, Dirjen IDP menyampaikan 
harapan agar ke depannya Seaweed Center dapat men-
jadi hub pelaksanaan kerjasama pembangunan di ka-
wasan Pasifik Selatan. Dirjen IDP selanjutnya berkesem-
patan berdiskusi dengan pemerintah dan masyarakat 
setempat terkait penggunaan Center tersebut.

Pada tanggal 9 Desember 2014, Dirjen IDP melaku-
kan courtesy call dengan Permanent Secretary Women, 
Children and Poverty Alleviation dan Permanent Secretary 
of Ministry of Youth and Sports Fiji. Pada berbagai per-
temuan dengan pejabat terkait, Dirjen IDP menyam-
paikan terima kasih atas dukungan Fiji terhadap peran 
Indonesia ikut membangun ekonomi di Fiji dan Pasifik 
Selatan. Selain itu disampaikan pula berbagai program 
bantuan kapasitas Indonesia yang telah dilaksanakan 
untuk Fiji serta program bantuan yang akan diberikan 
tahun 2015. Indonesia akan menyelenggarakan pelati-
han badminton bagi Fiji dan mengagendakan kunjung-
an Menteri Pemuda dan Olah Raga dapat hadir pada 
Join Commision yang akan diselenggarakan di Fiji bulan 
Agustus mendatang.  

Dirjen IDP juga berkunjung ke Koronivia Research 
Station Fiji yang telah menerima hibah 10 traktor tangan 
dari Indonesia. Satu unit di Koronivia, yaitu Agronomy 
Section, mendapatkan dukungan peralatan dan pelati-
han dari Pemerintah Indonesia, diantaranya adalah per-
alatan mesin dan pelatihan pembuatan produk maka-
nan dari Sukun dan Ketela.

Sebelum pembukaan pelatihan ToT, pada tanggal 7 
Desember 2014, Dirjen IDP berkesempatan melakukan 
Pertemuan dengan 10 (sepuluh) Alumni Beasiswa Seni 
dan Budaya Indonesia (BSBI). Pada pertemuan terse-
but, didampingi Dubes RI Suva, Dirjen IDP meminta ke-
pada para Alumni untuk dapat menjadi agen pemerin-
tah Indonesia untuk lebih mempererat hubungan antara 
Indonesia dan Fiji. Selain itu, Dirjen IDP dan peserta 
juga mendiskusikan rencana perbaikan dan peningkat-
an program BSBI mendatang, termasuk pembentukan 
Asosiasi alumni BSBI, pelaksanaan kegiatan budaya Fiji 
dan Indonesia yang akan dikomersilkan, serta usulan 
pertemuan alumni seluruh negara di Indonesia. (KaEm/ 
Sumber : Dit. KST)

Dirjen IDIP didampingi Dubes RI Fiji courtesy call dengan PS of Ministry of Women,Children and Poverty 
Alleviation Fiji. 

Dirjen IDP memgunjungi Seaweed Center.
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membuka pasar baru 
melalui kerjasama 
selatan-selatan

Apa Manfaat Kerjasama Selatan-Selatan bagi Indone-
sia ?

Melihat kondisi negara kita yang semakin maju, ker-
jasama pembangunan atau bantuan kita kepada sesa-
ma negara-negara selatan seharusnya juga semakin 
meningkat. Namun karena kemampuan anggaran kita 
masih terbatas maka kita harus bisa memilih program-
program yang sesuai. Kemudian kita  juga  bisa meng-
gandeng mitra dari negara-negara maju yang memiliki 
ketertarikan untuk membantu negara-nagara  selatan. 

Dengan melakukan kerjasama kemitraan, maka tu-
juan kita bersahabat dengan negara maju tetap terjalin 
baik, sementara hubungan kerjasama pembangunan  
kita dengan negara- negara selatan juga terpenuhi.

Jika kerjasama pembangunan dengan negara-nega-
ra selatan ini dikaitkan dengan visi diplomasi presiden 
Jokowi yang  menekankan pada diplomasi ekonomi  
maka hubungan kerjasama selatan-selatan dapat di-
manfaatkan untuk mencari pasar-pasar baru.

Bantuan ke negara-negara selatan memang harus 
tulus, untuk membantu sesama negara berkembang 
agar lebih maju tapi pada saat yang sama kita juga meli-
hat bahwa kerjasama ini dapat membuka peluang untuk 
memasukkan produk-produk Indonesia di nagara terse-
but. Jadi tujuan kerjasama dengan negara-negara sela-
tan ini disamping untuk membantu pembangunan dan 
kemajuan sekaligus mendapatkan keuntungan ekonomi 
baik dengan cara memasarkan komoditi atau produk-
produk dalam negeri maupun dengan berinvestasi.

Saat kita berencana memberikan bantuan teknik 
kepada negara-negara selatan maka kita menyiapkan  
program yang disesuaikan dengan kebutahan negara 
setempat dan disesuaikan dengan kemampuan kita, 
sehingga  pada saat yang sama kita juga melakukan 
pemetaan terhadap peluang-peluang ekonomi.

Seperti apa bentuk kerjasama atau bantuan yang di-
tawarkan ?

Capacity building dan bantuan teknik untuk wilayah 
pasifik itu termasuk memajukan demokrasi, membantu 
dalam bidang perikanan, pertanian dan lain sebagainya, 
dengan pelatihan-pelatihan. 

Bantuan yang sudah kita berikan kepada negara-
negara pasifik harus terus berkelanjutan. Saat kita 
memberikan bantuan traktor tangan maka kita jangan 
berhenti di situ, harusnya kita sudah mulai berpikir un-
tuk investasi pembuatan traktor disana karena kebu-
tuhan mereka terhadap traktor serta komponen sudah 
mulai bergantung dengan pada Indonesia.

Lalu mereka juga mulai tergantung pada kita, saat 
kita mengajarkan budidaya rumput laut dan mengajar-
kan produk olahan yang berbahan dasar rumput laut, 

maka mereka akan tergantung dengan bahan-bahan 
dari Indonesia yang digunakan untuk mengolah rumput 
laut menjadi bahan makanan atau kegunaan lain.

Selain itu mereka juga membutuhkan mesin penge-
ring singkong. Awalnya mereka tidak tahu kalau sing-
kong bisa diolah menjadi berbagai macam aneka ma-
kanan. Mereka tahu singkong hanya direbus. Melalui 
pelatihan kita mengenalkan mereka cara mengolah 
singkong menjadi berbagai aneka makanan seperti 
kripik singkong, kue singkong dan lain sebagainya.  Ke-
tika kebutuhan untuk pengolahan singkong terus me-
ningkat, maka mereka membutuhkan mesin penge ring 
dari Indonesia. 

Disamping itu mereka juga sedang membutuhkan 
beras cukup besar dan mengimport dari  Vietnam. Jika 
rencana pemerintah untuk membuka lahan sawah di 
Papua bisa direalisasikan maka beras yang dihasilkan 
dari Papua akan bisa dipasarkan untuk memenuhi kebu-
tuhan beras ke wilayah pasifik yang jaraknya tidak jauh 
dengan Papua.

Salah satu negara pasifik yang paling aktif mening-
katkan kerjasama bilateral dengan Indonesia adalah Fiji.  
Sehingga negara kepulauan ini dapat dijadikan hub agar 
negara-negara kawasan pasifik lainnya belajar dari Fiji.

Untuk meningkatkan kerjasama selatan-selatan kita 
bisa melakukan dengan berbagai negara yang tertarik 
dengan Fiji yang sudah mulai terbuka. Selain Fiji, Solo-
mon Island juga mulai membuka diri dan saat ini  sudah 
membuka kedutaanya di Jakarta.[]

Jika kerjasama 
pembangunan dengan 
negara-negara 
selatan ini dikaitkan 
dengan visi diplomasi 
presiden Jokowi yang  
menekankan pada 
diplomasi ekonomi  
maka hubungan 
kerjasama selatan-
selatan dapat 
dimanfaatkan untuk 
mencari pasar-pasar 
baru.

R.A. Esti Andayani
Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik ;
Ketua Kerjasama Selatan-Selatan Dan 
Triangular (KSST) Indonesia 

duta besar esti andayani :
pada awal 2015 direktur jenderal informasi dan 
diplomasi publik, duta besar r.a. esti andayani 
menyempatkan waktu berbincang dengan tabloid 
diplomasi mengenai kerjasama selatan-selatan. 
berikut petikan wawancara singkat dengan ibu 
dirjen.
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Mengembangkan 
Kerjasama 
Perikanan, 
Pendidikan dan 
Kebudayaan

Kelompok Negara Melanesia atau yang 
dikenal sebagai Melanesian Spear-
head Group (MSG) dengan anggota  
Fiji, Papua New Guinea, Kepulauan 
Solomon dan Vanuatu, melaksana-
kan program kerja sama pertukaran 

pelajar dibidang perikanan antara negara-negara ang-
gota MSG dengan Provinsi Maluku. 

Kerja sama ini dilakukan seusai Negara-negara MSG 
melakukan peninjauan ke SMU Perikanan Waiheru di 
Ambon dan mengunjungi Pelabuhan Perikanan Nusan-
tara Tantui, pada Januari 2014 lalu, untuk melihat lang-
sung potensi perikanan yang siap di  ekspor ke sejumlah 
negara Asia seperti Thailand, Jepang, China, Singapura, 
Filipina dan Korea Selatan.

Delegasi MSG yang berkunjung ke Ambon terdiri dari 
Menteri Luar Negeri dan Imigrasi Papua New Guinea, 
Rimfrink Pato, Menteri Luar Negeri Kepulan Solomon, 
Soalaol Clay Foran, Menteri Luar negeri Fiji, Ratu Inoke 
Kubuabola, dan Deputi Dirjen Melanesia Peni Sikivon.

Kelompok Negara Melanesia yang tergabung dalam 
MSG ini tertarik membangun kerja sama dalam bidang 
perikanan, pendidikan, infrastruktur, dan kebudayaan 
karena potensi sumberdaya alam yang dimiliki oleh Ma-
luku cukup melimpah, disamping juga karena alasan tra-
disi budaya Maluku yang mirip dengan kelompok Negara 
Melenasia.

Dalam kesempatan tersebut, Kelompok Negara Me-
lanesia menyampaikan harapan agar Indonesia dapat 
mengirim delegasi budaya Maluku untuk mengikuti Fes-
tival Budaya Rumpun Melanesia yang dijadwalkan ber-
langsung di Papua New Guinea tahun 2015 ini.

Pelatihan untuk Kaum Wanita dari Negara Melanesia
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memper-
cayakan Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan 
(P2MKP) Karya Lestari di Tabanan, Bali untuk melatih 
kaum wanita dari negara anggota  MSG bidang pengola-
han hasil perikanan dan kerajinan kerang-kerangan. 

Tabanan dikenal memiliki berbagai potensi perikan-
an dan kelautan yang bisa dikembangkan menjadi po-
tensi unggulan, khususnya untuk kemajuan masyarakat 
Tabanan.

Pelatihan ini bertujuan untuk berbagi pengalaman 
Indonesia di bidang pengolahan hasil perikanan dan ke-
rajinan kerang-kerangan dan merupakan implemantasi 
dari joint statement antara Menlu RI dan Menlu-menlu 
negara MSG pada saat berkunjung ke Indonesia pada 
2014 lalu. 

Pelatihan ini dilaksanakan dalam kerangka Kerja-
sama Selatan Selatan dan Triangular Indonesia (KSST) 
dan diikuti oleh delapan peserta dari Indonesia dan lima 
orang peserta dari Vanuatu, Papua Nugini, Timor Leste, 
Solomon Islands dan Sekretariat MSG. 

Ketua P2MKP Karya Lestari, Ni Made Putriningsih 
Wirna menyatakan rasa bangganya karena pihaknya 
dipercaya sebagai narasumber untuk memberikan pela-
tihan di bidang pengolahan hasil perikanan. “Pelatihan 
tingkat internasional ini merupakan tonggak sejarah 
bagi P2MKP di Bali. Mudah-mudahan kerjasama dan ke-
percayaan yang diberikan oleh Kemlu dan KKP ini bisa 
berlanjut”.

Dalam pelatihan ini para peserta akan diberikan ma-
teri teori dan praktek pengolahan hasil perikanan. Di 
antaranya pembuatan nugget, bakso, kaki naga, keong 
mas, siomay dan keripik teri wijen.[]

Pelatihan ini 
dilaksanakan dalam 
kerangka Kerjasama 
Selatan Selatan dan 
Triangular Indonesia 
(KSST) dan diikuti 
oleh delapan peserta 
dari Indonesia dan 
lima orang peserta 
dari Vanuatu, Papua 
Nugini, Timor Leste, 
Solomon Islands dan 
Sekretariat MSG. 

Kerjasama 
Selatan Selatan 
dan Triangular 
Indonesia (KSST)

Dok: wikipedia.org
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Republik Vanuatu adalah sebuah negara 
kepulauan di Samudra Pasifik bagian 
selatan. Kata Vanuatu berasal dari ba-
hasa Austronesia “Vanua” yang berarti 
tanah air, dan “Tu” yang berarti berdiri 
sehingga kata “Vanuatu” berarti “ber-

dirinya tanah air” yang menunjukkan kemerdekaan Va-
nuatu dari penjajahan.

Vanuatu terletak di sebelah timur Australia, sebelah 
timur laut Kaledonia Baru, sebelah barat Fiji dan sebelah 
selatan Kepulauan Solomon. Negara ini dahulu bernama 
Hebrides Baru semasa penjajahan Inggris - Perancis (Bri-
tish – French Condominium). Vanuatu terdiri dari 83 pulau, 
dua di antaranya — Matthew dan Hunter — diklaim oleh 
Kaledonia Baru. Vanuatu terbagi menjadi enam provinsi 
yaitu Malampa, Penama, Sanma, Shefa, Tafea dan Tor-
ba.

Dengan luas wilayah Vanuatu sebesar 12.189 km 
persegi, dimana keseluruhannya adalah berupa daratan, 
tanpa perairan, maka luas wilayah Vanuatu hanya 0,64% 
dari luas wilayah Indonesia yang sebesar 1.904.569 
km persegi. Jumlah penduduk Vanuatu juga hanya se-
jumlah 0,11% dari penduduk Indonesia yang sebanyak 
253.609.643 jiwa, sementara jumlah penduduk Vanuatu 
hanya 266.937 jiwa.

Dilihat dari sisi ekonomi, Vanuatu jauh di bawah In-
donesia. Pada tahun 2013, Produk Domestik Bruto/PDB 
(purchasing power parity) Vanuatu hanya sebesar US$1,27 
miliar, atau hanya 0,1% dari PDB Indonesia yang sebesar 

US$1,29 triliun. Akan tetapi PDB per kapita Vanuatu ter-
nyata hampir sama dengan Indonesia. PDB per kapita 
Vanuatu tahun 2011 dan 2012 sebesar US$4.900,00 per 
kapita, dan tahun 2013 sebesar US$4.800,00 per kapita. 
Sementara PDB per kapita Indonesia tahun 2011 sebe-
sar US$4.900,00 per kapita (97,96%-nya PDB per kapita 
Vanuatu), tahun 2012 sebesar US$5.000,00 per kapita 
(1,02 kali PDB per kapita Vanuatu) dan tahun 2013 se-
besar US$5.200,00 per kapita (1,08 kali PDB per kapita 
Vanuatu).

Dilihat dari pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan 
ekonomi Vanuatu lebih kecil dari Indonesia. Perbedaan-
nya adalah bahwa dalam jangka waktu tahun 2011 sam-
pai 2013, pertumbuhan ekonomi Vanuatu menunjukkan 
kenaikan, sementara pertumbuhan ekonomi Indonesia 
memperlihatkan angka yang menurun. Pertumbuhan 
ekonomi Vanuatu tahun 2011 sebesar 1,40%, tahun 2012 
sebesar 2,30% dan tahun 2013 sebesar 3,30%. Sementara 
itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2011 sebesar 
6,50%, tahun 2012 sebesar 6,20% dan tahun 2013 turun 
menjadi hanya 5,30%.

Hubungan ekonomi Indonesia – Vanuatu menjadi 
urgen dan strategis apabila hubungan ekonomi tersebut 
dilihat sebagai pintu masuk bagi Indonesia ke dalam dia-
log politik dengan Vanuatu. Terselenggaranya dialog po-
litik yang positif antara Indonesia dengan Vanuatu akan 
mempermudah Indonesia dalam menjalin hubungan 
positif dengan negara lain yang tergabung dalam MSG 
(Fiji, New Caledonia, Papua New Guinea dan Solomon 
Islands), sehingga selanjutnya memungkinkan dinaik-

Hubungan Ekonomi 
Indonesia – Vanuatu 
penting Dan Strategis

Yusuf Munanda
Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan

Hubungan ekonomi 
Indonesia – Vanuatu 
menjadi urgen dan 
strategis apabila 
hubungan ekonomi 
tersebut dilihat 
sebagai pintu masuk 
bagi Indonesia ke dalam 
dialog politik dengan 
Vanuatu.
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kannya status keanggotaan Indonesia dalam MSG (Me-
lanesian Spearhead Group) dari saat ini sebagai anggota 
pengamat (observatory member) menjadi sebagai ang-
gota penuh (sovereign state member).

Salah satu faktor yang bisa menjadi pembenar (justifi-
cation) keanggotaan penuh Indonesia dalam MSG adalah 
bahwa Indonesia memiliki komunitas Melanesia terbe-
sar jika dibandingkan komunitas Melanesia di seluruh 
kawasan Pasifik, sehingga Indonesia memiliki kedekatan 
geografi, ras dan budaya sebagai sesama komunitas Me-
lanesia sehingga sudah seharusnya Indonesia bergabung 
dalam MSG sebagai anggota penuh.

Keanggotaan penuh Indonesia dalam MSG sangat 
penting karena dua alasan. Pertama, untuk menjaga dia-
log antara masyarakat Papua Barat/West Papua (yaitu 
masyarakat pada provinsi Papua Barat dan provinsi 
Papua) dengan pemerintah Indonesia dalam kerangka 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetap kon-
struktif dan terarah pada persatuan dan kesatuan Indo-
nesia sesuai sila ke-3 Pancasila. 

Kedua, mengubah konsep Melanesian Socialism and 
Solidarity dalam MSG terutama subkonsep dukungan 
pada kemerdekaan Papua Barat (West Papua) men-
jadi dukungan penuh pada keadilan dan kesejahteraan 
masyarakat Papua Barat. MSG menyebut Papua Barat 
(West Papua) untuk merujuk pada wilayah kepulauan Pa-
pua yang termasuk dalam wilayah Indonesia (yang saat 
ini terdiri dari provinsi Papua Barat dan provinsi Papua), 
sementara Papua Timur (East Papua) merujuk pada wi-
layah kepulauan Papua yang termasuk dalam wilayah 
Papua New Guinea.

Sebagaimana diketahui, MSG berawal dari visi perju-
angan untuk dekolonisasi dan kebebasan seluruh negara 
Melanesia. Sementara itu, beberapa wilayah Melanesia 
masih di bawah negara lain sehingga memerlukan upaya 
lebih untuk membantu mereka merdeka. Salah satu 
upaya tersebut adalah mengembangkan identitas dan 
keterkaitan budaya, politik, sosial dan ekonomi masya-
karat Melanesia.

Di antara negara-negara anggota MSG, Vanuatu 
termasuk yang paling berpengaruh. Konsep Melanesian 
Socialism and Melanesian Solidarity sering disampaikan 
oleh Perdana Menteri Vanuatu pertama yaitu Walter Ha-
dye Lini sebagai kampanye untuk meraih dukungan se-
sama negara Melanesia agar membantu orang Kanak di 
New Caledonia, orang Timor Timur (East Timor) dan Pa-
pua Barat (West Papua) dalam berjuang meraih kemer-
dekaan. Ucapannya yang terkenal adalah “Vanuatu will 
not be free until the entire region of Melanesia is free”.

Dari sisi Kementerian Keuangan, kerja sama ekonomi 
Indonesia - Vanuatu bisa diinisiasi melalui pembentukan 
Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda/P3B (Tax Trea-
ty) Indonesia - Vanuatu. Perjanjian Penghindaran Pajak 
Berganda (P3B) adalah perjanjian internasional di bidang 
perpajakan antar kedua negara guna menghindari pe-
majakan ganda agar tidak menghambat perekonomian 
kedua negara dengan prinsip saling menguntungkan an-
tar kedua negara dan dilaksanakan oleh penduduk antar 
kedua negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut. 
Dengan P3B, iklim dunia usaha di kedua Negara akan 
terjaga karena terjadi peningkatan investasi modal dari 
luar negeri, serta adanya peningkatan sumber daya ma-
nusia. (Sumber: kemenkeu.go.id) 

Papua Sengaja 
Dijadikan Isu Dunia 
Oleh Kelompok 
Tertentu
MSG Dukung NKRI

Makna dan arti penting kunjungan kenegaraan Presiden 
SBY ke Fiji pada bulan Juli 2014 yang lalu adalah 

untuk menjelaskan kebijakan pemerintah Indonesia menyangkut Papua, 
kebijakan yang berkaitan dengan keadilan, pembangunan ekonomi, serta 
keamanan di wilayah Papua.

Ketika para Menteri Luar Negeri negara-negara MSG berkunjung ke 
Istana Presiden di Jakarta, Januari tahun lalu, mereka menyatakan bahwa 
mereka tetap mendukung Papua dan Papua Barat dalam kedaulatan NKRI. 
Para Menlu Negara-negara MSG bahkan sepakat untuk meningkatkan kerja 
sama bilateral dengan Indonesia dalam berbagai bidang.

 Para Menlu Negara-negara MSG menegaskan sikap untuk menghorma-
ti kedaulatan, kesatuan, dan integritas teritorial serta prinsip non-intervensi 
urusan dalam negeri yang sesuai dengan Piagam PBB.

Pada kesempatan itu, para Menlu Negara-negara MSG tersebut diper-
silahkan untuk mengunjungi Papua dan Papua Barat, serta tempat-tempat 
lain di Indonesia. Tujuannya, agar dapat mendengar dan melihat secara 
langsung keadaan Papua yang sesungguhnya.

Menurut Presiden SBY, Papua sengaja dijadikan isu dunia oleh kelom-
pok tertentu dengan harapan agar dunia terpancing. Oleh karena itu sudah 
menjadi tugas Presiden RI untuk meningkatkan persahabatan, kerja sama, 
dan kemitraan dengan negara-negara tertentu serta menjelaskan kebijakan 
Pemerintah RI tentang Papua.

Menjalin hubungan kerja sama dengan Negara-negara di kawasan Asia 
Pasifik adalah hal penting bagi Indonesia. Karena itu dalam kurun waktu 
10 tahun terakhir ini, Indonesia telah berhasil membangun kemitraan yang 
kuat dengan negara-negara kunci di kawasan tersebut, antara lain Papua 
Nugini, Selandia Baru, Australia, dan Timor Leste yang semuanya telah se-
cara resmi mengakui kedaulatan Indonesia. Ini penting dari aspek geopoli-
tik di kawasan timur Indonesia, Pasifik Selatan dan Barat Daya, dimana ada 
sekitar dua juta jiwa rumpun Melanesia di Pasifik, sedangkan di Indonesia 
sendiri terdapat 12 juta jiwa rumpun Melanesia.

Indonesia berkomitmen untuk memperkuat kerja sama dengan Negara-
negara di Pasifik, khususnya dalam menjaga dan memperluas sumber daya 
perikanan dan kelautan. Indonesia dapat berkolaborasi untuk membangun 
hubungan diantara kawasan perairan nasional. Untuk itulah, Indonesia 
mendukung rencana perluasan partisipasi dari negara-negara pasifik yang 
lain pada Coral Triangle Initiative.

Indonesia juga berkomitmen untuk memperluas hubungan ekonomi 
dengan negara-negara Pasifik yang tergabung dalam PIDF (Pacific Island De-
velopment Forum), khususnya dalam perdagangan dan investasi. Hubungan 
perdagangan Indonesia dengan Negara-negara PIDF pada 2013 mencapai 
318 juta dollar AS. Angka ini dapat ditingkatkan hingga mencapai 1 miliar 
dollar AS pada 2015.

Indonesia telah membangun hubungan diplomatik dengan hampir se-
mua negara-negara Kepulauan Pasifik. Hubungan tersebut berdasarkan 
kesetaraan, saling menghormati kedaulatan masing-masing, kemerdekaan, 
dan integritas wilayah.[]
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Merangkul Negara-
Negara Pasifik Melalui 
Pusat Budaya Melanesia

Negeri Bidang Ekonomi, Sosial dan Kebudayaan dalam 
sambutannya menyampaikan bahwa jumlah masyarakat 
etnis Melanesia di Indonesia mencapai sekitar 9 sampai 
11 juta orang yang terkonsentrasi di lima Propinsi yaitu 
Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua Ba-
rat dan Papua. 

Hal senada disampaikan oleh Kepala Pusat Peng-
kajian Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika (P3K2 
Aspasaf) Kemlu, Mohamad Hery Saripudin. ”Kesamaan 
ras dan budaya Melanesia di Indonesia dengan negara-
negara di kawasan merupakan peluang untuk mening-
katkan people to people contact, di antaranya dengan 
diplomasi budaya guna mempererat hubungan dengan 
kawasan”, ujarnya.

Sementara itu Staf Khusus Presiden Bidang Pem-
bangunan Daerah dan Otonomi, Prof. M. Mas’ud Said, 
Ph.D menegaskan perlunya penguatan nasionalisme dan 
integrasi internal di Indonesia, mengingat kondisi Indo-
nesia yang multi etnis. Selain itu perlu peningkatan kerja 
sama di antara Propinsi Melanesia di Indonesia sebelum 
menjalin kerjasama lebih erat dengan negara-negara te-
tangga di Melanesia. 

Prof. Mas’ud memetakan terdapat enam potensi 
kerja sama dengan negara-negara Pasifik Selatan, yaitu: 
(1) tata pemerintahan, (2) kerja sama kelautan, (3) kerja 
sama olah raga dan pemuda, (4) kerja sama eco-tourism, 
(5) kerja sama lingkungan dan konservasi, dan (6) kerja 
sama pendidikan/beasiswa. 

Dalam beberapa sektor tersebut terdapat manfaat 
politik dan ekonomi, manfaat peningkatan people to 
people contact, serta manfaat meningkatkan citra Indo-
nesia melalui kerja sama teknik capacity building kepada 
negara Pasifik Selatan.

Selain memberikan manfaat secara poli-
tik untuk menjaga keutuhan NKRI, ke-
bijakan Luar Negeri Indonesia terhadap 
kawasan Pasifik Selatan juga harus 
memberikan manfaat ekonomi, khusus-
nya guna meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat Indonesia di kawasan Indonesia Timur.

Demikian gagasan yang mengemuka dalam Forum 
Kajian Kebijakan Luar Negeri (FKKLN) bertajuk “Kebi-
jakan Luar Negeri Indonesia di Kawasan Pasifik Sela-
tan” yang diselenggarakan oleh Badan Pengkajian dan 
Pengembangan Kebijakan (BPPK), Kementerian Luar 
Negeri (Kemlu),di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), 
29/04/2014.

“Masyarakat di berbagai negara di kawasan Pasifik 
Selatan dan Wilayah Indonesia Timur, termasuk di NTT, 
masih didominasi oleh kemiskinan, kemampuan sumber 
daya manusia yang rendah, infrastruktur terbatas, serta 
pemanfaatan teknologi rendah, padahal terdapat sum-
ber daya alam yang melimpah. Kebijakan Luar Negeri 
Indonesia terhadap kawasan Pasifik Selatan tidak boleh 
hanya untuk memperkuat secara politik, tapi juga mem-
berikan keuntungan kepada daerah secara ekonomi un-
tuk memberantas kemiskinan. Hal ini merupakan kenis-
cayaan guna menghindari separatisme”, ujar Kepala Biro 
Perekonomian Pemerintah Propinsi NTT, Marius Ardu 
Jelamu dalam kesempatan tersebut.

Dalam mengupayakan peningkatan kerja sama 
dengan negara kawasan Pasifik Selatan, kesamaan etnis 
dan budaya Melanesia antara masyarakat di kawasan In-
donesia Timur dan negara-negara Pasifik Selatan meru-
pakan modalitas. 

Duta Besar Wahid Supriyadi, Staf Ahli Menteri Luar 

Dalam mengupayakan 
peningkatan kerja 
sama dengan negara 
kawasan Pasifik 
Selatan, kesamaan 
etnis dan budaya 
Melanesia antara 
masyarakat di 
kawasan Indonesia 
Timur dan negara-
negara Pasifik 
Selatan merupakan 
modalitas. 

Dok: wikipedia.org
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Pembentukan Pusat Budaya Melanesia

Untuk mempromosikan modalitas kesamaan etnis 
dan budaya tersebut, terdapat wacana pembentukan 
Pusat Budaya Melanesia di Indonesia, khususnya di lima 
propinsi dengan mayoritas Melanesia. Duta Besar Wahid 
Surpiyadi menyampaikan, bahwa Indonesia diharapkan 
dapat merangkul secara lebih efektif negara-negara di 
Pasifik dengan adanya keberadaan Pusat Budaya Mela-
nesia tersebut. 

Pusat tersebut dapat memberikan informasi dan pe-
mahaman yang utuh tentang Indonesia sekaligus mem-
perkuat citra positif Indonesia di negara-negara Pasifik 
Selatan. Pada gilirannya, negara-negara Pasifik akan 
mendukung posisi, kepentingan nasional dan integritas 
Indonesia.

Wacana pembentukan Pusat Studi tersebut menda-
pat dukungan dari sebagian besar pemangku kepenting-
an yang hadir dalam FKKLN. Kepala Museum Propinsi 
NTT, Leonardus Nahak, selaku nara sumber menyam-
paikan, “Budaya adalah media yang luar biasa dalam 
menciptakan kemitraan yang bersifat win-win solution 
atau saling menguntungkan”.

Rektor Universitas Nusa Cendana, Prof. Ir. Fredrik L. 
Benu, M.Si. Ph.D. menyampaikan bahwa Indonesia harus 
mampu mendorong kekayaan budaya sebagai identitas 
yang berkeunggulan komparatif dan kompetitif dalam 
diplomasi budaya internasional. 

Sementara Direktur Internalisasi Nilai dan Diplomasi 
Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kem-
dikbud), Diah Harianti, menyatakan bahwa, “Diplomasi 
budaya tergolong dalam bahasan soft power sebagai sisi 
lain dari hard power yang menggunakan kekuatan mili-
ter, maka pendekatan diplomasi di kawasan Melanesia 
sangat penting dibandingkan dengan pendekatan mili-

ter”.

Yang menjadi pertanyaan lanjutan adalah lembaga 
yang akan terlibat dan menjadi focal point pembentuk-
annya, sumber daya manusia dan sumber pembiayaan-
nya. Prof. Mas’oed menyarankan kiranya lembaga yang 
terlibat benar-benar relevan dan tidak terlalu banyak 
sehingga dapat lebih fokus dalam implementasinya. Di 
antaranya, Kemlu, Kemdikbud, Pemerintah Daerah serta 
institusi pendidikan di daerah. Selain itu, masalah klasik 
berupa ego sektoral antar lembaga pemerintah harus di-
kesampingkan. 

FKKLN ini bertujuan untuk mensosialisasikan hasil 
kajian BPPK mengenai “Kebijakan Luar Negeri Indonesia 
di Pasifik Selatan” yang telah dilaksanakan pada tahun 
2013 dan mendapatkan masukan dari para pemangku 
kepentingan. 

Kegiatan ini menghadirkan narasumber Staf Khusus 
Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi, 
Prof. M. Mas’ud Said, P.hD; Kepala P3K2 Aspasaf Kemlu, 
Mohamad Hery Saripudin; Direktur Internalisasi Nilai 
dan Diplomasi Budaya Kemdikbud, Diah Harianti; Kepala 
Museum Propinsi NTT, Leonardus Nahak; Rektor Univer-
sitas Nusa Cendana, Prof. Ir. Fredrik L. Benu, M.Si. Ph.D. 
Sebagai moderator dalam forum tersebut adalah Duta 
Besar RI untuk Fiji tahun 2010-2013, Aidil Chandra Salim 
dan Ketua Bagian Hukum Internasional Universitas Nusa 
Cendana,  Wilhelmus Wetan Songa SH, M.Hum.

Kegiatan FKKLN tersebut dihadiri oleh sekitar 100 
orang perwakilan instansi pemerintah terkait dari level 
pusat dan daerah, di antaranya Setwapres, Setneg, Ke-
menko Polhukam, Kemlu, Kemdikbud, BIN, TNI AL, TNI 
AD, TNI AU, Polri, dan Pemprov NTT. Selain itu hadir 
pula peserta dari akademisi dan media massa. (Sumber: 
BPPK Kemlu RI)

Persahabatan 
MSG dan 
Indonesia

Melanesia Spearhead Group (MSG) merupakan sebuah organisasi di 
bidang perekonomian dan perdagangan  antar Pemerintah negara-ne-
gara di wilayah Pasifik Selatan. Anggota MSG terdiri dari: Papua Nugini, 
Vanuatu, Fiji, New Caledonia, dan kepulauan Solomon. Negara-negara 
tersebut menandatangani Persetujuan Pembentukan Melanesia Spear-
head Group pada tanggal 23 Maret 2007 dan meresmikannya dibawah 
badan hukum internasional yang bermarkas di Port Vila, Vanuatu.

Tidak hanya bekerja sama dengan negara di wilayah pasifik saja, 
MSG juga bekerja sama dengan negara lain di Asia Tenggara khususnya 
dengan Pemerintah Indonesia. Kerja sama multilateral Indonesia dengan 
MSG ini meliputi bidang perdagangan, perekonomian dan keamanan. 
Bentuk kerjasama yang telah dilakukan diantaranya adalah kerja sama 
pembangunan Regional Police Academy Melanesian Spearhead Group.[]

Dok: wikipedia.org
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IORA, 
Regionalisme 
Terbuka 
Untuk 
Memperkuat 
Kerjasama 
Ekonomi

IORAIndian Ocean Rim Organization 
adalah forum regional tripartit yang 

menyatukan perwakilan Pemerintah, Bisnis dan Aca-
demia, untuk mempromosikan kerjasama dan interaksi 
yang lebih dekat di antara mereka. Hal ini didasarkan 
pada prinsip-prinsip Regionalisme Terbuka untuk mem-
perkuat Kerjasama Ekonomi terutama pada Fasilitasi 
Perdagangan dan Investasi, Promosi serta Pembangun-
an Sosial kawasan.

Regionalisme terbuka, adalah termasuk tiga kompo-
nen utama yaitu, Liberalisasi Perdagangan (b) Fasilitasi 
Perdagangan dan Investasi dan (c) Kerjasama Ekonomi 
dan Teknik.

IORA mempromosikan prinsip tata kelola yang baik 
yang memungkinkan kelancaran pelaksanaan program 
kerja melalui tiga Kelompok Kerja terpisah, yaitu Kelom-
pok Kerja Perdagangan dan Investasi (WGTI), Samudera 
Hindia Rim Business Forum (IORBF), dan Indian Ocean 
Rim Academic Group (IORAG).

Prioritas jangka panjang yang teridentifikasi dalam 
Piagam meliputi; Pengentasan Kemiskinan, Promosi 
Transportasi Laut dan hal terkait, Kerjasama di bidang 
Perdagangan Perikanan, Penelitian dan manajemen, Bu-
didaya Perikanan, Pendidikan dan Pelatihan, Energi, Tek-
nologi Informasi, Kesehatan, Perlindungan Lingkungan, 
Pertanian, dan Penanggulangan Bencana.

Piagam IORA menyatakan bahwa IORA berusaha 
untuk membangun dan memperluas pemahaman dan 
kerja sama saling menguntungkan melalui konsensus. 
Tidak ada hukum dan kontrak yang mengikat. Kepatu-
han terhadap keputusan berdasarkan konsensus tetap 
tanpa struktur kelembagaan yang kaku dalam menentu-
kan aturan dan peraturan.

Kerjasama ini didasarkan pada prinsip-prinsip Kedau-
latan, Kesetaraan, Integritas Teritorial, Politik Kemerde-
kaan, dan Non-intervensi dalam Negeri, Koeksistensi 
Damai dan saling menguntungkan.

IORA secara eksplisit tidak memasukkan hubungan 
bilateral dan isu-isu lainnya yang cenderung menghasil-
kan kontroversi dan menjadi halangan bagi Regional Co-
operation. Kerjasama dalam Asosiasi tidak merugikan hak 
dan kewajiban Negara anggota dalam kerangka penga-
turan operasi kerja sama ekonomi dan perdagangan lain 
dan tidak akan berlaku secara otomatis ke negara-nega-
ra anggota Asosiasi. IORA tidak berusaha untuk menjadi 
pengganti, tapi untuk memperkuat, saling melengkapi 
dan konsisten dengan hak plurilateral, multilateral dan 
bilateral serta kewajiban negara anggota.

Program kerja Asosiasi akan dilakukan oleh negara-
negara anggota atas dasar sukarela, dan keputusan 
mengenai segala hal dan isu-isu di semua tingkat, akan 
diambil atas dasar konsensus.

IORA awalnya dikenal sebagai Indian Ocean Rim Ini-
tiative dan Indian Ocean Rim Assocition Regional Coopera-
tion (IOR-ARC), dan merupakan organisasi / diplomatik 
internasional dengan 20 negara anggota yakni Australia, 
Bangladesh, Komoro, India, Indonesia, Iran, Kenya, Ma-
dagaskar, Malaysia, Mauritius, Mozambik, Oman, Sey-
chelles, Singapura, Afrika Selatan, Sri Lanka, Tanzania, 
Thailand, UEA dan Yaman. 

Negara-negara Mitra Dialog IORA adalah: Republik 
Rakyat China, Republik Arab Mesir, Republik Perancis, 
Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat. Sedangkan organi-
sasi dan kelompok dengan status observer adalah: ITOC 
dan IORG.[]

Piagam IORA 
menyatakan bahwa 
IORA berusaha 
untuk membangun 
dan memperluas 
pemahaman dan 
kerja sama saling 
menguntungkan 
melalui konsensus 
berbasis pendekatan 
evolusioner dan non-
intrusif. 
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Perdagangan Intra-Regional 
Di Seluruh IOR Capai $ 777 Miliar

Selama sepuluh tahun terakhir 
atau lebih, sejumlah besar ne-
gara-negara di wilayah ini telah 
melakukan reformasi ekonomi 
dan mengadopsi proses liberali-
sasi, dan ruang lingkup bantuan 

lunak dan menunjukkan tren yang menurun.

     Kinerja pertumbuhan kawasan dan sub-
kawasan yang menunjukkan bahwa ekspor dan 
impor telah meningkat pada tingkat yang lebih 
cepat dengan negara-negara berkembang di-
bandingkan dengan indeks yang sama untuk 
dunia secara keseluruhan. Wilayah IORA tidak 
hanya berbagi segmen utama dari total per-
dagangan IOR tapi tumbuh dengan kecepatan 
tinggi selama periode 1988-1994.

Menyadari bahwa sejumlah besar negara te-
lah menunjukkan pertumbuhan yang lebih tinggi 
di kawasan itu sendiri dibandingkan ke kawasan 
lain di dunia. Bahkan, perdagangan intra-regio-
nal menyumbang seperempat dari total perda-
gangan dan tingkat perdagangan intra-regional 
meningkat selama beberapa tahun terakhir. 
Pada tahun 1994, jumlah perdagangan intra-
regional di seluruh IOR adalah $ 233 miliar dan 
sekarang mencapai $ 777 miliar.

IORA juga telah mampu mengembangkan 
agendanya untuk menekan prioritas kawasan 
dalam tiga proyek utama yaitu; The Maritime 

Transport Council (MTC),  Pusat Sains & Transfer 
Teknologi Regional (RCSTT), dan Unit Pendu-
kung Perikanan (FSU).

Proyek-proyek ini memiliki potensi yang luar 
biasa untuk industri Perikanan dan Kelautan ter-
kait, serta promosi dan mutasi Sains & Teknologi 
di kawasan tersebut - yang semuanya dianggap 
alat yang efektif untuk upliftment negara ang-
gota.

Pembentukan Dewan Transport Maritim 
IORA sekarang semakin dekat dengan kerjasama 
negara anggota, dan segera akan berfungsi.

Pusat Transfer Science & Technology Regio-
nal yang berada di Tehran, sukses menjadi tuan 
rumah beberapa seminar dan lokakarya selama 
2 tahun terakhir. Pusat ini menyediakan kesem-
patan yang bagus bagi para ilmuwan di kawasan 
tersebut untuk berinteraksi dan berbagi penge-
tahuan dengan rekan-rekan mereka dari negara-
negara anggota. Partisipasi yang lebih aktif dari 
kedua sektor swasta dan masyarakat akademik 
dalam program dari Pusat, akan menjadi kontri-
busi berharga dalam menjadikan Pusat ini seba-
gai yang terkemuka di kawasan.

     Penerapan MOU untuk pembentukan Sup-
port Unit Perikanan di Kesultanan Oman telah 
membuka jalan bagi Unit operasionalisasi dan 
akan segera diikuti dengan penandatanganan 

Perjanjian antara Unit Markas dan Pemerintah 
Kesultanan Oman .

Keselamatan dan Keamanan Maritim me-
rupakan wilayah kunci untuk IORA, karena 
Samudera Hindia lah yang mengikat negara-
negara anggota dan merupakan jalur kehidupan 
untuk perdagangan yang sangat penting bagi 
pembangunan ekonomi kawasan. 

Kawasan ini ditandai dengan keragaman 
yang luar biasa dalam hal kekuatan ekonomi, 
bahasa dan budaya. Negara-negara Anggota 
berkisar dari negara-negara pulau kecil hingga 
anggota G20. Apa yang menyatukan keragaman 
yang luar biasa ini adalah ikatan bersama dari 
laut dan komitmen untuk kemakmuran dan per-
tumbuhan ekonomi bersama yang berkelanjutan 
di kawasan ini.

Samudera Hindia menghadapi banyak tan-
tangan keamanan tradisional dan non-tradisio-
nal yang meliputi pembajakan, illegal fishing, 
perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, 
perdagangan senjata, polusi maritim dan peru-
bahan iklim. IORA memiliki tujuan untuk me-
mastikan gerakan yang dapat diandalkan, tanpa 
gangguan keamanan terhadap orang-orang, 
barang, energi, dan pasokan sumber daya yang 
melalui Samudera Hindia.[]
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“Tetapi tanah air kita Indonesia hanya 
satu bahagian kecil saja daripada 
dunia! Ingatlah akan hal ini! Gandhi 
berkata: “Saya seorang nasionalis, 
tetapi kebangsaan saya adalah 
perikemanusiaan, My Nationalism 
is humanity”. Kita bukan saja harus 
mendirikan Negara Indonesia 
merdeka, tetapi harus menuju pula 
kepada kekeluargaan bangsa-bangsa. 
Inilah filosofisch principle yang nomor 
dua, yang boleh saya namakan 
“Internationalisme”. Tetapi jikalau saya 
katakan internasionalisme, bukanlah 
saya bermaksud kosmopolitanisme, 
yang tidak mau adanya kebangsaan. 

(Soekarno, 1 Juni 1945 di Gedung Pancasila)

Internasionalisme Indonesia lahir dari 
konsep sosio-nasionalisme Pancasila. 
Sosio-nasionalisme Pancasila berkelin-
dan antara sila ke-2 Pancasila, Kema-
nusiaan yang Adil dan Beradab dan sila 
ke-3 Pancasila, Persatuan Indonesia. 

Artinya, sosio-nasionalisme hakikatnya adalah 
sebuah prinsip internasionalisme yang berakar 
pada nilai dasar nasionalisme Indonesia, yakni 
gotong royong. Satu dasawarsa pasca kelahi-
ran Pancasila di Gedung Chuo Sangi In (Gedung 
Pancasila), nilai gotong royong itu kelak meng-
institusionalisasi diri melalui deklarasi Dasasila 
Bandung dalam peristiwa Konferensi Asia Afrika 
(KAA) yang digelar di Gedung Merdeka Bandung 
pada tahun 1955. Dasasila Bandung telah men-
transformasi dialektika gotong royong Indonesia 
menjadi nilai baru yang lebih universal, yaitu go-
tong royong Asia Afrika.

Sebagai sebuah nilai universal, Dasasila 
Bandung bertumpu pada tiga nilai dasar (Trisila), 
yakni kesetaraan, kerjasama, dan hidup berdam-
pingan secara damai. Trisila yang kelak menjadi 
antitesa atas kejumudan alam pikiran dan pe-
radaban yang sekian lama terbelenggu kolonia-
lisme. Dalam perspektif dekolonisasi, dalam per-
jalanannya Dasasila Bandung telah menempuh 
setidaknya tiga tahap utama, yakni defixation, 
interuption, dan across boundaries. Pada  tahap 
defixation, kebekuan alam pikiran didobrak. 
Keadaan ini segera disusul dengan tahap inter-
uption. Misalnya, era pasca KAA, antara 1955 
hingga 1965, Dasasila Bandung terinstrumentasi 
dalam sekian banyak forainternasional. Pada ta-
hap interuption, nilai gotong royong Asia Afrika 
pada Dasasila Bandung muncul sebagai sebuah 

realita. Ia tak lagi berada di alam 
idealisme semata namun telah 
terinterpretasi secara dialektis. 
Sedangkan, tahap across bounda-
ries berada pada realita. Dasasila 
Bandung mulai diterima sebagai 
norma internasional.

Sebagai norma internasional, 
Roeslan Abdulgani dalam buku 
The Bandung Connection menga-
kui realita pasang surutnya Da-
sasila Bandung. Menurutnya, hal 
itu adalah wajar. Pasalnya, selalu 
ada gelombang silih berganti da-
lam peredaran sejarah dan zaman. 
Karenanya, nilai Dasasila Bandung 
perlu mendapat interpetasi baru 
untuk tujuan mentransformasi 
nilai masa lalu ke masa kini. Pada 
titik itulah Museum KAA berpe-
ran. Sebagai instrumen diplomasi 
publik, Museum KAA  terus beru-
paya menginterpretasi Dasasila 

Bandung sebagai Nilai-nilai KAA dan, kemudian, 
mendiseminasikannya dalam berbagai produk 
nilai baru kepada masyarakat luas.

Fokus utama interpretasi adalah pada prin-
sip Trisila yang bermuara pada nilai gotong ro-
yong Asia Afrika sebagi ruh kreatif dari Dasasila 
Bandung. Makna gotong royong Asia Afrika di-
kembangkan sedemikian rupa melalui meka-
nisme produksi cultural engineering yang sis-
tematis agar tercipta kondisi di mana Nilai-nilai 
KAA dapat saling terhubung (interface), saling 
menyambung (linkage), saling mempengaruhi 
(interplay), dan saling membaur (difussion) da-
lam masyarakat. Muara dari proses itu adalah 
tak lain agar terwujudnya arah timbal balik dari 
sikap adaptif menuju ke sikap konversi atas nilai 
masa lalu ke masa kini demi masa depan gotong 
royong Asia Afrika.

Tak berlebihan kiranya, jika semangat yang 
ditempuh Museum KAA itu sejalan dengan hara-
pan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo sebagai 
Ketua Sidang KAA di Gedung Merdeka, 24 April 
1955, “Semoga kita dapat meneruskan perja-
lanan kita di atas jalan yang telah kita pilih ber-
sama-sama dan semoga  Konferensi Bandung 
ini tetap tegak sebagai sebuah mercusuar yang 
membimbing kemajuan di masa depan dari Asia 
dan Afrika.” (Sumber: Museum KAA)

Museum KAA dan 
Gotong Royong 
Asia Afrika
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RI Dorong Rekonsiliasi 
Konflik Di Wilayah 
Rakhine Melalui 
Pendekatan 
Kemanusiaan

Wakil Menteri Luar Negeri 
(Wamenlu) RI, A.M. Fachir telah 
melakukan pertemuan dengan 
Chief Minister of Rakhine State, 
U Maung Maung Ohn dalam 
kunjungannya ke Myanmar 

(07/12). Kunjungan Wamenlu RI tersebut adalah dalam 
rangka meresmikan 4 sekolah bantuan Pemerintah RI 
di wilayah Rakhine State sebagai bentuk komitmen 
Indonesia untuk memberikan bantuan dan dukungan 
bagi penyelesaian konflik di Rakhine State.

Pada pertemuan tersebut, Chief Minister U Maung 
Maung Ohn menyampaikan bahwa dirinya baru saja ber-
kunjung ke Ambon dan mengapresiasi stabilitas politik di 
Indonesia. Dalam hal ini, Pemerintah Rakhine State me-
miliki keinginan untuk belajar dari pengalaman Pemerin-
tah RI, yang dinilai sukses dalam mengelola kehidupan 
masyarakat yang harmonis.

Saat ini menciptakan hubungan yang harmonis mer-
upakan prioritas utama Pemeritah Rakhine State guna 
mencapai pembangunan ekonomi dan pemerataan ke-
sejahteraan.

Menanggapi hal tersebut Wamenlu RI menyam-
paikan bahwa Pemerintah RI merupakan sahabat baik 
pemerintah Myanmar dan bila dibutuhkan akan selalu 
membantu berbagi kapasitas, pengalaman dan bantuan 
lainnya baik tehnik maupun non tehnik. Wamenlu juga 
menyampaikan Indonesia tertarik untuk berkontribusi 
dalam membangun Rakhine State khususnya dalam 
menggarap potensi di Zona Ekonomi Khusus Kyauk-
phyu.

Empat sekolah bantuan Pemerintah RI di Myanmar 
diresmikan Wakil Menteri Luar Negeri RI, AM Fachir, 
Senin (8/12). Sekolah yang dibangun dengan dukungan 
dana total US$ 1 juta itu terletak di tiga desa Rakhine, 
negara bagian yang dilanda konflik komunal antara 2012 
hingga Juni 2014. Kempat sekolah yang dibangun terle-
tak di Desa Thaykan dan Desa Sanbalay, Minbya Town-
ship dan dua lainnya terletak di Desa Mawrawaddy, 
Maungdaw Township serta di Desa Buthidaung, Thapy-
aygone Township.

Peresmian yang dipusatkan di Desa Thaykan, Ke-
camatan Minbya, terletak sekitar tiga jam perjalanan 
menggunakan speedboat dari Sittwe, ibu kota Rakhine. 
Peresmian ditandai dengan pemotongan pita, pembu-
kaan selubung nama sekolah, dan pelepasan puluhan 
balon ke udara, dengan diiringi tarian anak-anak seko-
lah setempat. Pada peresmian tersebut, Wamenlu RI 
didampingi Duta Besar RI untuk Myanmar, Ito Sumardi. 
Upacara ini selain disaksikan oleh ratusan masyarakat 
setempat, juga turut hadir Menteri Perbatasan Myan-

mar Letjen Thet Naing Win, dan Chief Minister Rakhine, 
U Maung Maung Ohn, serta pejabat perwakilan badan-
badan PBB yang bertempat di Myanmar.

Wamenlu RI menjelaskan, bantuan pembangunan 
empat sekolah dengan dana US$ 1 juta dari Pemerintah 
RI tersebut untuk menunjukkan bahwa Indonesia secara 
aktif mendorong rekonsiliasi konflik di wilayah Rakhine 
melalui pendekatan kemanusiaan. Pemberian bantuan 
dana kemanusiaan untuk pembangunan empat sekolah 
tersebut adalah sebagai tindak lanjut dari kunjungan 
Menlu RI Marty Natalegawa ke Rakhine pada Januari 
2013, dan kunjungan Presiden RI pada akhir April 2013.

Secara khusus, Pemerintah Myanmar yang diwakili 
oleh Chief Minister Rakhine menyampaikan rasa terima 
kasih kepada rakyat dan pemerintah Indonesia yang te-
lah terlibat dalam proses penyelesaian konflik komunal 
di Rakhine melalui pendekatan kemanusiaan. Pemerin-
tah RI terus mengedepankan pendekatan constructive 
engagement kepada Myanmar dengan memberikan best 
practices sharing dan bantuan teknis serta non teknis 
(Sumber: Dit. Astimpas). 

Wamenlu RI 
menjelaskan, bantuan 
pembangunan empat 
sekolah dengan 
dana US$ 1 juta 
dari Pemerintah 
RI tersebut untuk 
menunjukkan bahwa 
Indonesia secara 
aktif mendorong 
rekonsiliasi konflik 
di wilayah Rakhine 
melalui pendekatan 
kemanusiaan. 
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Wamenlu RI  A.M. Fachir melihat suasana belajar para siswa SD usai meresmikan 4 sekolah bantuan Pemerin-
tah RI di wilayah Rakhine State (07/12).
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Jakarta. Pada Kamis (8/1) bertempat di Ru-
ang Nusantara Kementerian Luar Negeri  telah 
berlangsung Pernyataan Pers Tahunan Menteri 
Luar Negeri (PPTM) 2015 sekaligus  pemberian 
Adam Malik Awards kepada Media massa nasio-
nal yang dianggap telah ikut mengomunikasi-
kan kebijakan terkait diplomasi dan politik luar 
negeri Indonesia.

Pemenang Adam Malik Awards 2015, dengan 

berbagai kategori diberikan kepada:
1.     Media online terbaik dimenangkan oleh 
         http://antaranews.com
2.     Media cetak terbaik: Kompas
3.     TV terbaik: Metro TV
4.     Media Radio terbaik: RRI dan
5.     Jurnalis terbaik: Bagus BT Saragih (The 
         Jakarta Post)
Direktur Informasi dan Media, Kemente-

rian Luar Negeri Siti Sofia 
Sudarma membacakan pe-
menang anugerah Adam 
Malik Awards tahun 2015. 
Adam Malik Awards meru-
pakan penghargaan kepada 
insan pers sekaligus untuk 
mengenang Tokoh Diplo-
masi Indonesia Adam Ma-
lik. Penghargaan diberikan 
kepada Media massa na-
sional yang selama ini dini-
lai telah ikut berkontribusi 
mengkomunikasikan kebi-
jakan terkait diplomasi dan 
politik luar negeri Indonesia 
kepada publik.

Para penerima peng-
hargaan akan mendapat-
kan kesempatan meliput 
kegiatan pertemuan Inter-
nasional di luar negeri yang 
dihadiri oleh Menlu RI.

Pimpinan Redaksi me-
dia massa dan jurnalis ter-
baik tersebut menerima 
penyerahan plakat dan uca-
pan selamat langsung dari 

Menteri Retno Marsudi.
Hadir dalam acara Kepala Perwakilan nega-

ra-negara sahabat, mantan  Menlu Hassan Wi-
rajuda (2001-2009), Duta Besar sesepuh Kemlu, 
Komisi I DPR-RI, Perwakilan Badan Organisasi 
Internasional, Pimpinan Redaksi, Akademisi, 
Lembaga Pemikir, dan para pejabat Eselon I dan 
II di lingkungan Kementerian dan pemangku ter-
kait lainnya. (Sumber: Dit. Infomed/QZN/TMY).

Empat Media nasional dan 
satu jurnalis menangkan 
adam malik awards 2015 

Menlu RI bersama para Pimpinan Media Pemenang Adam Malik Awards 2015.


